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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kedudukan dan fugsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (selanjutnya disebut
dengan DPR) yang semakin kuat telah membuat peran DPR RI semakin penting dalam
penyelanggaraan negara. DPR RI memiliki peran sentral dalam pembentukan kerangka
hukum melalui fungsi legislasi, berperan dalam menentukan kebijakan pembangunan melalui
fungsi anggaran, serta berperan mengawasi Kinerja pemerintah melalui fungsi pengawasan.

Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya DPR RI memerlukan sistem
pendukung yang memberikan dukungan administratif, persidangan, dan Kkeahlian.
Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI sebagaimana diubah dengan
Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2 Tahun 2016 menyebutkan bahwa sistem
pendukung DPR RI terdiri dari Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI.

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (selanjutnya disebut Puspanlak UU)
merupakan salah satu pusat yang berada di bawah Badan Keahlian DPR RI. Puspanlak UU
memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan
guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan khususnya di bidang pengawasan.
Salah satu yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi (selanjutnya disebut tupoksi) dari
Puspanlak UU adalah melakukan pemantauan pelaksanaan undang-undang. Hasil dari
kegiatan pemantauan yang dilakukan oleh Puspanlak akan menghasilkan suatu produk Buku
Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang. Buku kajian tersebut nantinya akan
disampaikan kepada Anggota Dewan sebagai dasar bagi Anggota Dewan untuk dapat
mengetahui apakah suatu undang-undang telah efektif dalam pelaksanaannya. Buku kajian
tersebut disertai dengan rekomendasi dari Puspanlak UU yaitu berupa apakah suatu undang-
undang perlu dilakukan perubahan, penyempurnaan, dan/atau penggantian.

Namun, dalam pelaksanaannya kajian berupa Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi
Undang-Undang tersebut belum dipergunakan secara efektif oleh Anggota Dewan. Hal ini
dikarenakan penyajiannya yang terlalu tebal dan tidak tersaji dengan lebih ringkas dan
mudah dipahami. Hal ini tentunya mengakibatkan Puspanlak sebagai supporting sytem
Anggota Dewan tidak dapat memberikan dukungan secara maksimal. Hal ini yang juga
mendasari adanya program aktualisasi penulis, dimana penulis membuat suatu kajian singkat
dari Buku Kajian, Analisis dan Evaluasi UU agar dapat memberikan kemudahan bagi
Anggota Dewan dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya dan
menampilkan kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sebagai produk Puspanlak UU
dalam website www.puspanlakuu.dpr.go.id.


http://www.puspanlakuu.dpr.goJd

B. Tujuan Aktualisasi
Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis lakukan bertujuan untuk meningkatkan
kinerja dan optimalisasi penyajian produk Puspanlak UU guna mendukung kelancaran
pelaksanaan tugas dan fungsi Anggota Dewan khususnya di bidang pengawasan.

C. Ruang Lingkup Aktualisasi dan Batas Waktu Aktualisasi
Aktualisasi dilaksanakan pada Puspanlak UU di Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian
DPR RI pada tanggal 25 Mei 2018 sampai dengan 12 September 2018.



BAB II
ISI LAPORAN

A. Analisa Kondisi di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang:
Ideal Condition:

Puspanlak UU memiliki tugas pokok dalam hal memberikan dukungan keahlian kepada
Anggota guna mendukung kelancaran pelaksanaan fungsi di bidang pengawasan. Tugas dari
Puspanlak UU tersebut, diantaranya adalah pemantauan pelaksanaan undang-undang,
pemantauan peraturan pelaksana undang-undang, dan dukungan penanganan perkara
pengujian Undang-Undang di Mahkamah Konstitusi. Hal ini sebagaimana diatur dalam
Peraturan Sekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI

Dalam melaksanakan tugas khususnya pemantauan pelaksanaan undang-undang,
Puspanlak UU menyusun laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang, yakni berupa
buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang.

Buku kajian, analisis, dan evaluasi hasil pemantauvan pelaksanaan undang-undang ini
nantinya akan disampaikan kepada Anggota Dewan untuk menjadi dasar bagi Anggota
Dewan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dari undang-undang yang dilakukan
pemantauan. Tujuan dari adanya buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini
dimaksudkan untuk memberikan dukungan keahlian kepada Anggota Dewan khususnya
dalam menjalankan fungsi pengawasan, serta memberikan kemudahan bagi Anggota
Dewan dalam menjalankan fungsi pengawasannya tersebut.

Pada saat penyusunan kajian, analisis dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-
undang, Puspanlak UU akan menggali data-data dengan mengundang beberapa stakeholder
terkait dengan undang-undang yang akan dipantau untuk dilakukannya diskusi mengenai
bagaimana implementasi dari undang-undang yang dipantau tersebut.. .

Existing Condition:

Selama ini produk Puspanlak UU, yakni buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang tersebut tidak tersaji secara lebih ringkas dan komprehensif. Sehingga dalam
kenyataannya produk yang telah dihasilkan oleh Analis Hukum di Puspanlak UU berupa
buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak dapat dipergunakan oleh
Anggota Dewan secara efektif. Hal ini tentunya menyebabkan suatu kondisi dimana
Puspanlak UU tidak dapat mmberikan dukungan keahlian khususnya di bidang pengawasan
secara maksimal kepada Anggota Dewan. Permasalahan lainnya selama ini produk
Puspanlak berupa buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang tersebut tidak
tersampaikan kepada stakeholder dan masyarakat sehingga seringkali stakeholder
mempertanyakan hasil tindak lanjut dari diskusi pemantauan pelaksanaan yang pernah
dilakukan.



Permasalahan lainnya. selama ini hasil produk Puspanlak berupa buku kajian, analisis,
dan evaluasi undang-undang tersebut tidak tersampaikan kepada stakeholder-stakeholder
serta masyarakat di website Puspanlak. Schingga seringkali stakeholder mempertanyakan
hasil tindak lanjut dari diskusi berkaitan dengan pemantauan pelaksanaan undang-undang
yang pernah dilakukan.

Antara existing condition dan ideal condition diatas terdapat gap atau jarak. berupa:

=

I. penyajian hasil kajian, analisis. dan evaluasi undang-undang sebagai bentuk laporan
pemantauan pelaksanaan UU kepada Anggota Dewan yang kurang ringkas. Hal ini
mengakibatkan produk yang dihasilkan oleh Puspanlak UU berupa kajian, analisis,
dan evaluasi UU tersebut tidak dipergunakan oleh Anggota Dewan secara Efektif.
Kebutuhan Anggota DPR. Stakeholder, dan juga masyarakat dalam memperoleh
informasi mengenai kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

19

Isu Yang Diangkat

Adapun dalam pelaksanaan aktualisasi ini, isu yang diangkat oleh penulis adalah kurang
optimalnya penyajian kajian. analisis, dan evaluasi undang-undang yang menyebabkan
pelayanan dan dukungan terhadap Anggota Dewan menjadi tidak efektif dan efisien.

Penyelesaian Isu

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku Kajian, Analisis. dan Evaluasi
Undang-Undang dan menampilkan Kajian, Analisis, dan Evaluasi undang-undang di website
www.puspanlakuu.dpr.go.id (Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang).
Kajian singkat yang penulis buat bersumber dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi
Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi
Undang-Undang Kepariwisataan.

Realisasi Kegiatan

1. KegiatanI:

Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku Kkajian,
analisis, dan evaluasi undang-undang dilaksanakan pada tanggal 25 Mei 2018 - 7
Juni 2018

Kegiatan menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku
kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ini dilaksanakan oleh Penulis pada minggu
keempat bulan Mei sampai dengan minggu awal bulan Juni. Pelaksanaan kegiatan
tersebut telah sesua dengan rencana kegiatan dalam rancangan aktualisasi Penulis. Pada
saat melakukan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan menghimpun laporan
pemantauan pelaksanaan undang-undang yakni menghimpun data dari Buku Kajian,
Analisis, dan Evaluasi undang-undang. Penulis memperoleh file himpunan data tersebut
dengan berkoordinasi dengan Analis Hukum lain yang berada di Puspanlak UU yang juga


http://www.piisnanlakuiulpr.so.id

bertindak sebagai Tim dalam penyusunan Buku Kajian, Analisis. dan Evaluasi undang-
undang.

Tahapan kegiatan selanjutnya setelah Penulis melakukan penghimpunan data.
Penulis melakukan penelaahan materi dari data Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi
undang-undang. Tujuan dari adanya penelahaan materi ini dimaksudkan agar Penulis
dapat memperoleh gambaran awal sebelum membuat kajian singkat dari Buku Kajian,
Analisis, dan Evaluasi undang-undang. Dalam melaksanakan tahapan kegiatan ini,
Penulis juga terus melakukan koordinasi dengan Analis Hukum untuk dapat benar-benar
memahami arah penulisan dan pokok permasalahan yang diperoleh dari hasil pemantauan
pelaksanaan undang-undang. yang dalam hal ini khususnya adalah pemantauan
pelaksanaan Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang
Kepariwisataan.

Dalam menghimpun data dari laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau
buku kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang serta menelaah materi yang dijadikan
sebagai acuan penyusunan kajian singkat tersebut Penulis mengimplementasikan peran
dan kedudukan penulis sebagai Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yakni
dengan menerapkan whole of government pada saat berkoordinasi dengan Analis Hukum
yang lain yang ada di Puspanlak UU. Selain itu dalam pelaksanaannya pun
mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yakni nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika
publik, komitmen mutu dan anti korupsi pada saat melaksanakan tahapan kegiatan
tersebut. Adapun bentuk realisasi dari kegiatan yang penulis lakukan ini dapat terlihat
dalam gambar | dan gambar 2 serta pada lampiran 1.

Buku Pemantauasn UU Keparmwisataan FIX after

ku P . PK N >
Dummy 3 September 2013 Buku Permantauan UU PKS 12 Maret 2013

Gambar 1. File Himpunan Buku
Kajian, Analisis, dan Evaluasi

Gambar 2. Menghimpun data Kajian. Analisis. dan
Evaluasi UU dari Analis Hukum 5
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Kegiatan 11:

Menyusun Kkajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang
(kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang) yang dilaksanakan pada tanggal 25
Juni-16 Juli 2018)

Kegiatan selanjutnya yang dilaksanakan Penulis setelah menyelesaikan kegiatan
yang pertama, yaitu menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-
undang (kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang). Kegiatan ini dilaksanakan oleh
Penulis pada minggu keempat bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan Juli.
Kegiatan tersebut telah dilaksanakan Penulis masih sesuai dengan rencana kegiatan
Penulis dalam rancangan aktualisasi.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan membuat sebuah
format penulisan yaitu berupa pengaturan mengenai jenis huruf, ukuran Kertas, spasi
dalam penulisan sampai dengan pengaturan mengenai margin yang akan menjadi
pedoman dalam penyusunan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi
Undang-Undang.

Kemudian, setelah membuat format penulisan tersebut Penulis mulai menulis kajian
singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang. Kajian singkat yang
penulis kerjakan bersumber dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
Kepariwisataan. Sehingga nantinya terdapat dua kajian singkat yaitu Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang
Kepariwisataan.

Dalam membuat kajian singkat tersebut, Penulis tetap berpedoman pada telaah
materi yang telah penulis kerjakan pada kegiatan pertama dan juga berpedoman pada
format penulisan yang telah penulis kerjakan. Selanjutnya, setelah membuat kajian
singkat tersebut, Penulis melakukan print-out kajian singkat yang telah penulis kerjakan
dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Kepala Puspanlak untuk selanjutnya dapat
dikoreksi.

Pada saat melaksanakan tahapan-tahapan dalam kegiatan di atas, peran dan
kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan tersebut yaitu whole of government
khususnya pada saat Penulis menyerahkan kajian singkat tersebut kepada Kepala
Puspanlak dengan didampingi mentor sehingga menghasilkan suatu kerjasama untuk
menghasilkan suatu kajian yang baik dan komprehensif. Selain itu dalam melaksanakan
kegiatan-kegiatan tersebut, Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA
diantaranya akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti Korupsi.
Adapun realisasi dalam kegiatan tersebut dapat terlihat pada gambar 3 dan 4 serta
lampiran 2. dan lampiran 3



Gambar 3. Membuat Kajian

. . Gambar 4. Penyerahan kajan
singkat (Kajran. analisis, dan

singkat (kajran. analisis, dan

evaluast undang-undanz)
= s evaluast undang-undang

3. Kegiatan III:
Revisi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang dilaksanakan
pada tanggal " 15 Juli 2018-5 September 2018

Kegiatan ketiga yang penulis lakukan yakni melakukan revisi dari dokumen kajian
singkat yang penulis telah sampaikan kepada Kepala Puspanlak UU. Revisi tersebut
berupa dokumen Kkajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik
Sosial dan Undang-Undang Kepariwisataan. Kegiatan ini dilakukan oleh Penulis pada
minggu ketiga bulan Juli sampai dengan minggu pertama bulan September. Dalam
pengerjaan revisi ini target penyelesaian waktu mengalami kemunduran dari rencana
awal dalam rancangan aktualisasi. Hal ini dikarenakan masih terdapat banyak koreksi dan
catatan dari mentor dan Kepala Puspanlak dari kajian singkat yang Penulis kerjakan.

Dalam melaksanakan kegiatan tersebut, Penulis mengawali dengan memperbaiki
kajian singkat yang telah diperiksa oleh Kepala Puspanlak dan Mentor. Setelah
melakukan perbaikan terhadap kajian singkat yang telah dikerjakan oleh Penulis, Penulis
kembali menyerahkan kembali hasil kajian singkat yang telah Penulis perbaiki kepada
Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN dalam kegiatan ini adalah whole of government dimana
koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh Penulis kepada Kepala Puspanlak UU dan
mentor bertujuan untuk menghasilkan suatu kajian singkat yang tepat dan komprehensif.
Selain itu dalam melaksanakan kegiatan tersebut, penulis juga mengaktualisasikan nilai-
nilai ANEKA yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti
korupsi. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 5 dan Lampiran 4.



Gambar 3. Penverahan

revist

4. Kegiatan I'V:
Cover, sambutan kepala badan, kata pengantar, dan daftar isi untuk Kajian,
analisis, dan evaluasi undang-undang yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus
2018

Kegiatan pembuatan cover, kata sambutan dari Kepala Badan Keahlian DPR RI.
kata pengantar dan daftar ist untuk Kajian, analisis. dan evaluasi undang-undang
Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisataan ini dilaksanakan oleh
Penulis sesuai dengan rancangan aktualisasi Penulis. Kegiatan ini dilaksanakan pada
minggu kedua di bulan Agustus. Meskipun dalam tahapan ketiga Penulis melewati batas
waktu pengerjaan dari yang seharusnya di rencana awal rancangan kegiatan, Penulis tetap
berusaha mengerjakan kegiatan yang keempat meskipun harus bersamaan dengan
pengerjaan kegiatan ketiga.

Dalam rancangan aktualisasi, pada kegiatan keempat seharusnya Penulis hanya
membuat cover, Kata pengantar, dan daftar isi. Namun, sesuai arahan Kepala Puspanlak
pada saat melakukan perbaikan kajian singkat di tahapan ketiga, Beliau menyarankan
untk agar ditambahkan Sambutan Kepala Badan pada saat pengerjaan tahapan keempat.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, Penulis mengawali kegiatan dengan membuat
cover kajian, analisis, dan evaluasi Undang-Undang Penanganan Konflik Sosial dan
Undang-Undang Kepariwisataan. Tahapan berikutnya, Penulis membuat sambutan
Kepala Badan Keahlian DPR RI dan kata pengantar dari Kepala Puspanlak UU.
Selanjutnya, Penulis juga membuat daftar isi untuk kajian, analisis, dan evaluasi Undang-
Undang Penanganan Konflik Sosial dan Undang-Undang Kepariwisataan.

Tujuan dari pembuatan cover, daftar isi, sambutan Kepala Badan Keahlian DPR RI,
dan kata pengantar ini pada pokoknya bertujuan untuk melakukan penyempurnaan dari
pembuatan kajian singkat tersebut sehingga menghasilkan suatu kajian yang tidak hanya
berkualitas tetapi juga lengkap dan komprehensif. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan
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tersebut tercermin nilai ANEKA yakni komitmen mutu dari produk yang dihasilkan oleh
Puspanlak UU. Adapun realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 6 sampai
dengan gambar 9.
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5. Kegiatan V:
Mengubah file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi UU ke dalam format pdf yang
dilaksanakan tanggal 5 September 2018)

Dokumen kajian. analisis, dan evaluasi undang-undang yang telah dibuat oleh
Penulis dalam bentuk word diubah dan digitalisasikan ke dalam bentuk pdf. Digitalisasi
kajian dalam bentuk word ini untuk memberikan kemudahan agar Kajian singkat tersebut
tidak lagi tersaji dalam bentuk manual. Kegiatan ini dilaksanakan tidak sesuai dengan
tenggat waktu sebagaimana yang telah direncanakan di awal rancangan aktualisasi. Hal
ini dikarenakan mundurnya pengerjaan tahapan kegiatan ketiga vaitu dalam melakukan
perbaikan kajian singkat menyebabkan tidak dimungkinkannya untuk menjalankan
kegiatan kelima ini dengan tepat waktu. Kegiatan mengubah atau mengkonversikan
dokumen kajian dalam bentuk word ke pdf ini baru dapat dijalankan apabila kajian
singkat yang dibuat oleh Penulis tidak ada lagi perbaikan baik dari Kepala Puspanlak
maupun mentor. Kegiatan ini dilaksanakan pada minggu pertama bulan September.

Penulis dalam melaksanakan kegiatan ini mengaktualisasikan nilai ANEKA yaitu
akuntabilitas dan komitmen mutu. Nilai akuntabilitas tersebut tercermin pada saat Penulis
mengkonversikan kajian dalam bentuk word ke pdf sebagai bentuk tanggung jawab
penulis guna mendukung pengerjaan kajian singkat agar dapat tersaji dengan lebih efektif
dan efisien. Selain itu kegiatan ini juga pada pokoknya berorientasi pada mutu dan
merupakan suatu bentuk inovasi yang dilakukan oleh Penulis. Adapun realisast kegiatan
tersebut dapat terlihat dalam gambar 10 dan 1 1.
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Gambar 1. Konversi word ke pdf (UU
Penanganan Kontlik Sostal)

6. Kegiatan VI:
Rapat koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI) yang
dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2018-15 Agustus 2018

Rapat koordinasi ini dilakukan dengan melibatkan pihak dari Bidang Data dan
Teknologi Informasi (BDTI). Kegiatan ini dilaksanakan lebih awal dari rencana dalam
rancangan aktualiasai. Hal ini mengingat padatnya jadwal dari pihak BDTI selain itu juga
adanya kegiatan pemantauan undang-undang ke daerah yang juga dilakukan oleh internal
Puspanlak UU. Oleh sebab itu. dengan arahan Kepala Puspanlak dan mentor Penulis
melaksanakan kegiatan rapat koordinasi ini lebih awal dari waktu yang seharusnya dan
juga dilakukan bersamaan dengan CPNS Analis Hukum lain yang ada di Puspanlak UU
yang juga mengerjakan proyek aktualisasi dengan berkoordinasi dengan BDTI. Kegiatan
ini dilakukan pada minggu pertama bulan Juni sampai dengan minggu ketiga bulan
Agustus.

Kegiatan ini diawali dengan Penulis menyiapkan bahan (substansi) rapat yang
berkaitan dengan proyek aktualisasi Penulis. Bahan rapat tersebut meliputi materi yang
akan disampaikan kepada pihak BDTI termasuk dengan mempersiapkan surat undangan
dan daftar absensi rapat. Dalam rapat koordinasi tersebut pada pokoknya Penulis
menyampaikan kepada pihak BDTI untuk dibuat suatu platform atau halaman khusus di
website www.puspanlakuu.dpr.go.id yang menampilkan kajian, analisis, dan evaluasi
undang-undang sebagai suatu produk Puspanlak UU. Rapat koordinasi ini dilakukan
dalam beberapa kali rapat dikarenakan selama pembuatan platform atau halaman khusus
tersebut ditemukan beberapa kendala pada saat dilakukan uji coba seperti tidak dapat
ditambahkannya kajian baru, tidak ada menu delete, sampai dengan platform tersebut
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benar-benar siap dipergunakan. Selanjutnya. setelah melaksanakan tahapan Kegiatan di
atas, Penulis membuat laporan singkat dari hasil dalam setiap rapat dengan BDTI dan
menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.

Peran dan kedudukan ASN pada saat melaksanakan Kegiatan tersebut yakni adalah
whole of government dan pelayanan publik. Hal ini dikarenakan koordinasi yang
dilakukan oleh Puspanlak UU dan BDTI melahirkan suatu bentuk kerjasama antar unit
serta tujuan akhir dari adanya plarform atau halaman kKhusus kajian, analisis. dan evaluast
undang-undang tersebut bertujuan untuk memberikan pelayanan berupa kebutuhan
informasi kepada Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat serta stakeholder secara

umum. Dalam pelaksanaannya pun. Penulis juga mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA
yaitu akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun
realisasi kegiatan ini dapat terlihat dalam gambar 12 dan Lampiran 5.
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Gambar |2, Rapat
Koordinasi dengan
BDTI

7. Kegiatan VII:
Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang yang
dilaksanakan tanggal 12 September 2018

Kegiatan sosialisasi dalam kegiatan ketujuh ini sekaligus menjadi akhir dan
kegiatan-kegiatan yang Penulis telah laksanakan. Kegiatan ini dilaksanakan mundur dari
rencana awal dalam rancangan aktualisasi dikarenakan sebagai akibat dari mundumya
tahapan kegiatan ketiga yakni melakukan perbaikan/revisi dokumen kajian singkat. Hal
ini dikarenakan tujuan sosialisasi ini pada pokoknya adalah untuk mensosialisasikan
adanya suatu kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
Penanganan Konflik Sosial dan Buku Kajian, Analisis. dan Evaluasi Undang-Undang
Kepariwisataan serta mensosialisasikan adanya platform kajian, analisis, dan evaluasi
undang-undang di dalam tampilan website www.puspanlakuu.dpr.go.id. Kegiatan ini
dilaksanakan pada minggu kedua bulan September.

Penulis mengawali kegiatan ini dengan menyiapkan substansi rapat yang berupa
materi rapat yang akan disampaikan kepada internal Puspanlak UU, membuat surat
undangan, dan membuat daftar absensi. Selanjutnya Penulis memaparkan kajian singkat
yang telah Penulis buat termasuk adanya tampilan halaman khusus kajian, analisis. dan
evaluasi undang-undang dalam website puspanlakuu.dpr.go.id kepada Kepala Puspanlak
UU, Koordinator Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang dan Analis Hukum. Setelah
pemaparan tersebut, Penulis membuat laporan singkat dari kegiatan tersebut dan
menyampaikannya kepada Kepala Puspanlak UU.
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Peran dan kedudukan ASN dalam melaksanakan kegiatan ini adalah Pelayanan
Publik. Hal ini dikarenakan tujuan dari adanya kajian singkat dan tampilan
kajian.analisis.  dan  evaluasi undang-undang tersebut  dalam website
puspanlakuu.dpr.go.id guna mendukung Kinerja dan dukungan Puspanlak UU terhadap
fungsi pengawasan yang dimiliki Anggota Dewan dan bentuk pelayanak publik
Puspanlak UU kepada stakeholder dan masyarakat. Dalam kegiatan ini. Penulis juga
mengaktualisasikan nilai-nilai ANEKA yaitu akuntabilitas. nasionalisme. etika publik.
komitmen mutu, dan anti korupsi. Adapun realisasi dan kegiatan ini dapat terlihat pada
gambar |3 dan lampiran 6.

Gambar [3. Rapat Sosiahisast dengun
Internal Puspanlak UU

E. Pelaksanaan Kegiatan dikaitkan dengan Nilai ANEKA (AKkuntabilitas, Nasionalisme,
Etika Publik, Komitmen Mutu, dan Anti Korupsi

1. Kegiatan I:

Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau Buku Kajian,
Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-
nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini. antara lain:
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a)

b)

c)

d)

e)

Akuntabilitas

Dalam menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang dan
menelah materi yang akan dilakukan kajian, maka dibutuhkan nilai kejelasan yakni
mengetahui apa yang menjadi tugas, pokok, dan fungsi Puspanlak UU termasuk
memastikan adanya kejelasan data atau materi yang akan dilakukan kajian.
Nasionalisme

Pada saat akan menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang
tentu akan berkoordinasi dengan Analis Hukum lain yang juga merupakan tim
dalam menyusun Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang sehingga
koordinasi yang dilakukan merupakan perwujudan dan penerapan sila ke-2 dalam
Pancasila.
Etika Publik

Diperlukan sikap santun dan sopan pada saat berkoordinasi dengan Analis
Hukum lain dalam menyiapkan data-data pemantauan pelaksanaan undang-undang.
Komitmen Mutu

Persiapan ini dilakukan pada akhirnya berorientasi pada target pengerjaan
(efektifitas) dan efisiensi pengerjaan.
Anti Korupsi

Dibutuhkan rasa jujur pada saat melakukan penghimpunan data-data dan
penelahaan materi agar dalam penyusunan kajian singkat tersebut data yang
disajikan adalah data yang benar (valid).

Kegiatan II:
Menyusun Kkajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang
(kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-

nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:

a)

b)

c)

Akuntabilitas

Dibutuhkan nilai kejelasan dalam melakukan penyusunan Kkajian singkat
pemantauan pelaksanaan undang-undang agar penulis benar-benar memahami
tujuan dilakukannya pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan
Evaluasi undang-undang.
Etika Publik

Dibutuhkan sikap sopan santun pada saat menyampaikan kajian singkat yang
telah dibuat kepada Kepala Puspanlak UU
Komitmen Mutu

Penyusunan kajian singkat ini dimaksudkan untuk memberikan penyajian
pemantauan pelaksanaan undang-undang yang lebih efektif dan efisien kepada
Anggota Dewan. Sehingga dapat menyusun kajian singkat tersebut diperlukan
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kecermatan dan kehati-hatian agar data yang disampaikan benar dan juga sebagai
perwujudan jaminan kualitas mutu produk Puspanlak UU.
d) Anti Korupsi
Penyusunan kajian singkat ini memenuhi nilai sederhana karena kajian singkat
ini dimaksudkan untuk memudahkan pemberian dukungan kepada Anggota Dewan.

3. Kegiatan III:
Revisi dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-
nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:
a) Akuntabilitas
Kegiatan revisi ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab kepada Kepala
Puspanlak untuk melakukan penyempurnaan terhadap kajian singkat pemantauan
pelaksanaan undang-undang.
b) Nasionalisme
Kegiatan revisi ini dilaksanakan dengan menjalin hubungan kerjasama dengan
Kepala Puspanlak dengan tujuan penyempurnaan kajian singkat pemantauan
pelaksanaan undang-undang.
¢) Etika Publik
Pada saat menyerahkan dan menyampaikan hasil revisi kajian singkat tersebut
kepada Kepala Puspanlak dilakukan dengan sopan santun.
d) Komitmen Mutu
Kegiatan revisi ini dimaksudkan untuk penyempurnaan kajian singkat sehingga
menghasilkan suatu kajian yang baik dan benar sebelum disampaikan kepada
Anggota Dewan
e) Anti Korupsi
Kegiatan revisi ini dilaksanakan bertujuan agar menghasilkan suatu Kajian
singkat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran data nya.

4. Kegiatan IV:
Cover, sambutan kepala badan, kata pengantar dan daftar isi untuk kajian, analisis
dan evaluasi undang-undang

Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-
nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, yaitu
Komitmen Mutu. Pembuatan cover, sambutan kepala badan, kata pengantar, dan daftar
singkat dalam kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang harus dibuat
dengan baik karena untuk menyajikan hasil kajian yang lengkap dan berkualitas.
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5.

Kegiatan V:
Mengubah file dokumen kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang ke dalam
format pdf
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-
nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:
a) Akuntabilitas
Kegiatan menkonversikan dokumen ke dalam format pdf ini dimaksudkan sebagai
bentuk tanggung jawab dalam mendukung pengerjaan kajian singkat pemantauan
pelaksanaan undang-undang.
b) Komitmen Mutu
Konversi file dari format word ke pdf ini merupakan suatu bentuk inovasi.

Kegiatan VI:
Rapat Koordinasi dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-
nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:
a) Akuntabilitas
Rapat koordinasi yang dilaksanakan pada pokoknya bertujuan untuk membangun
sistem informasi (platform) kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang sehingga
memenuhi nilai transparansi sebagai bentuk pertanggungjawaban Puspanlak UU
terhadap publik.
b) Nasionalisme
Rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh Puspanlak dan BDTI merupakan bentuk
kerjasama yang memenuhi nilai dalam sila ke-2 dalam Pancasila.
¢) Etika Publik
Pemaparan mengenai rancangan aktualisasi CPNS disampaikan kepada pihak
BDTI dengan sopan.
d) Komitmen Mutu
Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mengoptimalkan kualitas mutu penyajian
kajian singkat pemantauan pelaksanaan undang-undang.
e) Anti Korupsi
Rapat koordinasi ini sebagai salah satu bentuk tanggung jawab penulis dalam
meningkatkan kualitas kajian pemantauan pelaksanaan undang-undang yang baik
dan benar guna mendukung fungsi pengawasan dari Anggota Dewan.

Kegiatan VII:

Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang
Kegiatan ini dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai ANEKA. Adapun nilai-

nilai ANEKA yang diimplementasikan pada saat melaksanakan kegiatan ini, antara lain:
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a)

b)

c)

d)

e)

Akuntabilitas

Sosialisasi ini merupakan sarana penyampaian bagi Penulis untuk memberikan
informasi kepada internal Puspanlak UU terkait kajian singkat dari Buku Kajian,
Analisis. dan Evaluasi UU. Sehingga dibutuhkan nilai kejelasan. Khususnya
kejelasan dan kebenaran data dan informasi dalam pembuatan Kkajian singkat.
Diharapkan juga pembuatan kajian singkat ini dapat dilakukan secara terus menerus
(berkelanjutan).
Nasionalisme

Sosialisasi ini memenuhi nilai sila ke-2 dalam Pancasila karena dapat membangun
sinergitas antara internal Puspanlak UU.
Etika Publik

Pemaparan kajian singkat kepada internal Puspanlak disampaikan secara baik dan
sopan.
Komitmen Mutu

Sosialisasi ini pada pokoknya bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan
profesionalitas Puspanlak dalam memberikan dukungan kepada Anggota Dewan
khususnya pada fungsi pengawasan.

Anti Korupsi

Sosialisasi ini dimaksudkan sebagai bentuk tanggung jawab penulis kepada

internal Puspanlak UU.

F. Kerangka Waktu Pelaksanaan Aktualisasi:

No.

T September _

1213]a

2

Menyiapkan i
laporan
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang '!
atau buku Kkajian, |
analisis, dan |
evaluasi  undang-
undang

2[3]4l1
|

et

9

Menyusun Kkajian
singkat laporan
pemantauan
pelaksanaan
undang-undang
(kajian, analisis,
dan evaluasi
undang-undang ‘

—
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No.

Kegiatan Mei Juni Juli Agustus September
4 |1)23l4j1l213|a]1|2]|3}a]1]2]3]4

Revisi dokumen |
kajian, analisis, dan
evaluasi  undang- |
undang

+.

| Cover, Sambutan ;
. Kepala Badan DPR '

RI, Kata Pengantar P
| dan Daftar isi '

Mengubah file |
dokumen  Kajian, | [
analisis, dan
evaluasi  undang- [ |
undang

Rapat  koordinasi |
dengan BDTI

Melakukan B f
sosialisasi terhadap ‘
publikasi  kajian,
analisis, dan
evaluasi undang-
undang

Keterangan:
Merah: Libur Lebaran
Biru: Pelaksanaan Aktualisasi

G. Dampak dari Adanya Kegiatan Aktualisasi
1. Dampak terhadap DPR RI

Kajian singkat dari Buku Kajian. Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang telah
dibuat oleh penulis pada pokoknya berdampak pada tupoksi dari Anggota Dewan
khususnya di bidang pengawasan. Hal ini dikarenakan kajian singkat dari pemantauan
pelaksanaan undang-undang yang dilakukan oleh Puspanlak UU tentunya akan
membawa dampak berupa kemudahan bagi Anggota Dewan untuk dapat memahami
efektifitas dari suatu pelaksanaan undang-undang. Hal ini dikarenakan data dan kajian
yang disampaikan oleh Puspanlak UU akan menjadi dasar yang dapat dipergunakan
oleh Anggota Dewan untuk dapat mengetahui apakah suatu undang-undang perlu
dilakukan perubahan. penyempurnaan ataw/pun penggantian. Penyajian kajian
pemantauan pelaksanaan undang-undang yang lebih ringkas tentunya sangat diperlukan
oleh Anggota Dewan agar dapat lebih mudah dipahami. Tampilan kajian, analisis. dan
evaluasi undang-undang yang ada di www.puspanlakuu.dpr.go.id tentunya juga
membawa dampak bagi ruang keterbukaan informasi kepada publik tentang bagaimana
pelaksanaan dari suatu undang-undang
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2. Dampak terhadap Puspanlak UU
Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang yang telah
dibuat oleh penulis pada pokoknya berdampak pada peningkatan kinerja dan penyajian
produk Puspanlak UU guna mendukung Anggota Dewan dalam menjalankan fungsi
pengawasan. Dengan adanya Kkajian singkat tersebut, dukungan Puspanlak UU terhadap
kelancaran pelaksanaan fungsi Dewan khususnya di bidang pengawasan akan lebih
efektif dan efisien.

3. Dampak terhadap Penulis

Pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
yang dilakukan oleh penulis tentunya membawa dampak positif dimana penulis dapat
mengetahui tupoksi penulis sebagai Analis Hukum dalam Puspanlak UU secara lebih
mendalam. Selain itu, dengan pembuatan kajian singkat mengajarkan penulis untuk
dapat lebih teliti dan cermat dalam pembuatan suatu kajian pemantauan pelaksanaan
undang-undang. Hal ini dikarenakan sifat dari kajian tersebut yang sangat bermanfaat
untuk Anggota Dewan dan juga sebagai bentuk pertanggungjawaban (komitmen mutu)
Puspanlak UU terhadap Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat beserta
stakeholder secara umum.

21



BAB 111
PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan aktualisasi dan habituasi yang penulis laksanakan dimulai dari tanggal 25 Mei
2018 sampai dengan 12 September 2018. Kegiatan aktualisast yang penulis laksanakan
menghasilkan outpur berupa sebuah kajian singkat yang komprehensif dari Buku Kajian,
Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang serta telah terbangunnya sebuah sistem digital
(platform) produk Puspanlak berupa Kajian. Analisis. dan Evaluasi Undang-Undang dalam
website www.puspanlakuuw.dpr.go.id.

Pembuatan kajian singkat dari Buku Kajian. Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang

sebagai output dari kegiatan yang penulis lakukan pada pokoknya dilaksanakan dalam rangka
mengoptimalisasi tupoksi Puspanlak UU, yakni dengan menghasilkan suatu kajian yang lebih
ringkas namun komprehensif sebagai suatu produk Puspanlak UU yang dapat mendukung
kinerja Anggota Dewan khususnya dalam menjalankan fungsi pengawasan. Terhadap
penulis, pelaksanaan kegiatan aktualisasi ini telah menciptakan suatu pemahaman dan juga
sebagai bentuk pengimplementasiaan atas nilai-nilai dasar ANEKA sebagaimana yang telah
diajarkan dalam Pendidikan dan Pelatihan Dasar CPNS Tahun 2018 yang diselenggarakan di
PKP21 A LAN Jatinangor. Nilai-nilai dasar ANEKA selain berfungsi dalam memberikan
pedoman untuk mengerjakan kegiatan rancangan aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Dasar
CPNS. juga pada masa habituasi memberikan pedoman bagi Penulis mengerjakan tupoksi
sebagai Analis Hukum di Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang.

Saran

Kajian singkat dari Buku Kajian, Analisis. dan Evaluasi Undang-Undang yang penulis
kerjakan masih akan terus dilaksanakan guna mengoptimalisasi kinerja dan produk dari
Puspanlak dan perkembangan terhadap informasi produk Puspanlak berupa Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang yang penulis bangun dapat menghasilkan suatu produk yang
sesuai dengan kebutuhan Anggota Dewan secara khusus dan masyarakat termasuk
stakeholder secara umum.
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LAMPIRAN

Lampiran 1. Telaah Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang (UU Penanganan Konflik

Sesial dan UU Kepariwisataan)
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Lampiran 2. Pedoman Format Penulisan Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi

uvl)
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Lampiran 3. Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)

KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUAS!
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIX SOSIAL

ST PEMANTAUAN PELARSANAAY UNDANG-UNDAYG
BADAY KEAHLLAN DPR RI
1018

SAMBUTAN
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KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
UNDANG UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

A. Peadahuluaa
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Wirdaas ) Memwooh  Keghe el @ ke 91T
B Y R ML AL 3L T Kk semal S e Smanrs Seie 0%
s 29

K Anaiiwe, oun Kawlisnet UL ImoAnganan onii Sosel
Pisat Ul U Hadan deadn D O
Tanun 2018 P 2

C. Hasil Pemaatauan
Adagusn dasl g uu g
Sl Trtag Sakain § lunal aspek, yaitu

1 Substanel Nukum
o Drfinm ol sl g Hatur deem Pasal | oengks |

manh ertutan dan belum mesgirur cakupen el ecars
luas dun menyeluruh. Selan ws, pasal erseoul hama
Wengatir v el el sdami presceran ba ata
Dentrsn Gwk dengn  Gokecasan stars Cdud Aelmpod
gkt oy bk Konlle  vang  wenmdi anters
prmenmiah dengan masyarskat beiun flar deiam UU
Prrarganan Kol ol

N Ml 8 ek memberkan peoelasen  eowrine el
wber  wnlik dhusmisaye  mengenal  Detasan buiasan
masmiah cang mervadi armvedel ermtinge wnle Bumuean
Sslam aormm pawal tersebit ek cernly umam g
Derporne Benmbulkan B
Terkad wewroanmen, Sanit melain wherapa gl i Sasl
n mog an rpata
pemeriitah daroah dan  mosyarikal  dhususays  Sakio
‘anspan grnweganan annilie, ol |2, Aol (3 Asel 25 tan
Maaal 31 jang membeckan  aeweenangan  eda  Yeniam
Nasamal indness (T30, Keguliman Reounis ndonesi (#dn)
o Menen  Kondinaior bidang  Mdnk, Mooan L
Neamanan Meokn AUNGRAN fakem abepen  senghentan
wonfe serta Pisal B oayel (1) ang esapbesn pemeonisn
fan gemerntal lecah delam pars jemuiban escs
ok Mrrmansianan erhodep pementas du keteniian

KT Ot RO AR Y. e Seweras g0
Wtar Urganisast Aerangeat Daerih OMO) LU Pemanganan
Lr Bk ol e mengas wears trgs prmbegan e

A Vb e eeiiiam 1) A gn e e bt
Al AT M ias aaas | abang | e E Hpaian Kb T
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dam atau cwenangan anar ementeran; lemboga dalam
menargaty wallk wual sehingm memyebabikan wiitnye
krordicas antar OPD dalam enanganan wnfhk wsal arrna
mawag masng OPD tdak memwlromy wapa. aps, dan
mgumana ugeamva lalen peanganan wolic el
X epentiegn duatur daiam
pasalpasal 41 stas memebabian  wtap  peamangku
wepeningan ‘xiak mian
antar OFD whinggs Mmasng masng Demaaen terdasirkan
tupoksays dan berberda dengan yang danir dalam
Penanganan Kok Sowal
Pasal 14 terient status keadaan wnilk. Maten suatan daiam
Pasal 14 belum menjelaskan dalem wiuam sepera aps
penetapan stitun konilk diterapkannye. meanye ukican
sty wnllic jang ‘ndak dapat dikendabkan® olkeh Poin
Kntenanya swperti apa wrta yung dmakoud “erganggueys
funge pemenintahan” tu Kitera nyw weperti apa
Pusal 13 terkat penetupan  watus  walk ik skals
kabupsten kot provias, Taupa  soile  oeworal sk
dialankan 4 daernh. Penyrbab permasalaban o lentunya
ndak terlesas dan fusal 14, sebad Serjalanmys Pasal 15
angt ergantung peda dijalankannya ketentuan Pasal 14 LU
metgenad “stams beadoun ko' ditetapaan pabia konfkk
tadak dapat oleh it dan ggunyga Angst
owmerninian
Pasal 22 mengatus bahwa ‘penetapan status konflic pang
berlaki paling lame W0 har” kemuden Pasal 29 yang
MEAGALUE "RTDAOANGIN wakiu status eadaan walis paling
lama 30 han®. namun UU Penanganan Konflk Sosial tdak
MEDGATLE angka wakru penctapan satus nilic jika ertelah

dlakikan  perpajangan  satus wafie  dan vakng

R, Semimn. S Cvnisam U Merasgunen Garie S
Undang x

Pivat
Tutun 2018

Keanimen W A

Pimunaan Undang Urdang Yomr 7 Tabn 2012 moang
Mrangaras  Kenfde  Soaal  selanuire Swout P
Aeranganan Nonfik Soual ngatisan ereebl Speriikan
tigar gedoman nlkan beig Kemeateran, inbags erint
B e ]
melakukan rviagan dacirat pemriamatan dan b adungen
ctian

Mawal 41 2yt (1) elah Denws e Kelemiagaan G meansme
Serryriesman on ik, B anATATYS Sengan e karisse Sranais
wiar dan e pranats weal Oaam hel ol geruiuran
el cdnigan raog Tenyanghut il el ehom
RS TEnERTUr betasan Dasan Tang fapet dlacukan e
pranata wist B et pengadien dan 6 fabum sergdian
Pomscienaan ool woual melatin Jranens st Kk fepat
wrts mers dlakukan ke Kok tersetat mesummtdkan
“atan e Girrna Serputenss mengrsempinghan  kum
ol Semoge AR jAring Stemtaen  eetdakoeiarssen
WL GO D I anes Wil A ek e

Pasal 12 ayer (1) den 2 mengatin ceneroas Sataan T
Kerennan pesl ervebul (kiak Gapat Jnaanean f Poves
Bumaters Utate karens telum peenan Slenoisys Saran
Tuges Momwiemsun Koalik el Hal we s ened 4
Povas Laspung Wovna Suases Toogh dan Aevina
Manimis Pvemasalahen yang muncnl s sebag kit dan
‘elak depar Blexnanakannys Setentian Pasel 19, Pessi 13,
tan Pasal 15 avet Q) dimana lemings mog rah Bbentik
Subarn lecurinas penangacan wnilik weal sdalan Tim
Terpmdu Ananganan Konilie dosial g whinia sermanen
Nawmun. stasye T Terpadu a1 (atak ertepet taam LU
Wranganan Konlbk Somal melancan temm Arrmecodeen
Arnangenan Kon ik Sosl

PETEAMANgAA ervenut Tell Babie akan ttup walk mash
eium dapar Gsclesakan Hal erebut pesting mengnget
Senmphias misalnys paie pendanean tertadap perghentian
wonilik dan rexonsaise mcakoofik

& Pasal 28 ayat ) mengatur Sabwa “Presaden lapat menunjuc

menter yang memblang uresn btk Mukum, dan
eamanan  whegh  @ochnator  demgen mehbatian
Denien, pmpnan embage terkat untuk Tenangani Matus
kradsan @oltic dals newccal® Kewatuan eredut meruiuk
ooda Menko Podukam sehagat koordfioator penanganan
satus wonfhi sosal skals nawonal Namua muncuinya
Pracran Menterl Dalam Yegm Somor 32 Tahun 2015
tenang Peaksansan Koordmas Peoangoan Konllik Sosal
{selanjutnys disetnt Aermendagn Prnaoguan Konflis Sossi)
dalam Mal §oavat (|| mezyatacan Sahws Desten dalao Sl
w Mentenn  Dalam  Negem (Mendagn)  berwemarg
@ pemuihan pwsca Bonflik  secers namenal Adanve
ketentuan  leretat mengacharkan  adanya whingungen
etk lembage yang ereenang  menjad  kuordinator
penanganan  koalih  wedl  Muncunye  Prrmendagn
Prranganan  KooBk  Soaal erwebot  memuncuitan
akhewatiran  skan sdamya rumpang unalh rwrnangan
ferdua lembaga negara lerebut.

3 Pel 12 wvat 2 sl ¢ memyebutkan babwa “iodakan

darurat penveamamn dan perfindungan wrben melpud
semenuban ketutuhan pergurgw’ Teriout hal iersebut, perdu
Aaiur vengenan ‘entang

wrtma woldk weal Grena belum erdapat dalam LU
Amarganan Koot Sowmsl maupun dalum  Peraturan
femennan Nowor 1 Tshun 2018 enurg  Feraturaa

LT ——re -
Posat rmrtauan wassan Undang Lty Tadea Seabhen DP9
Tatun 2008 e s

& Pasal 8 ayat 2) erkat Tewogntasn waiien g dan st
T ang wal soony atiben donsas AN saka
ameatian et ermotenw Swharaias Sengan el | syat
7] Undang Undang Wemer 35 Tutws 149 entarg 1AM
whopame Bt DU HAM) Wesers  Sesnee HAM
Traman emiugs Tasdin g wringe wkraken
HNERANAN. eutan. AL, rmAntaan. S0 s
ek s TaLsa Pngaiursn entang peibwian Komnas
HAM e SATawarien Ak wain Sengan cevemarget 1an
s ek, lan ege el Meetes HAM ang
wharsmve ndcpenden (el m wiperns Demncken
asalh deike Komnas (AM denyadi hagan faren Tiges
Aeviresman Konflh mal dan manast LACam e et
ey Gomras HAM e g whesal e were
e grnden il e y@ikan jeny Lakiaantye ke sda
Tl ATGONMN ek e Tarinen lalam iy won ik,
o woRlutare xlak erber daken Setian g
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Cole Sl Mak ol Gawoa dex win wesatin
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fam rerenea i TAsAne cnlk s

3 Srakter Hukum/ Xelombagaan

« Relembagran vassgosan Koad.k Sosial
Secors  smum.  wmebcrwn lemtegy  cwg abibel
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Pemerniah  ENuNg  prakAAnAan  rusan  permenniahan
unum  sebagamana  amanar Pasal 23 ey (70 U
Bemenatahan Daerah sampe: saat @f behum dietapkan,
sehingga pelimpahan sewenangan  dan  pelaksanaan
penanganan knlue okeh gubernue dan ipati/ valkota i
wilayan kera maung mamng wlim terdukoana dengan

Litak nanya melaiur UL Penangenan Konilik Sosal melainxan
Josis terdapat pemberan Kewonangan oleh
1] UU Penangsnan Konflik Soalal:

Dalam  UU Peneoganan Kook Sosel  distur
kementerian/lembaga  yang  terdibet  dalam upeys
penanganan <onflik sosiwl Dalam twhap pencegnhan konflik
yaitu pemenntah, pemermtah deeran, dan masyicakat
(Pasal 6 Dalam  tabap  penghentian konllik saat
penghentian kekerasan fisde yaitu Moo (Pasal 13 ayat (1),
Musvarakat (Pusal 13 ayae (2) dan TNU (Pasal 1), untuk
penyelesatan konilik yutu Mekaniame Pranata Adat [Pasal
41 dun Mexanisme Satuan Tuges (Prsal 421, dan dakam

ik

31 UU Kapoliian
Pain dalam Pasal 13 UL Peranganan Konlik Soswl

Ranva & dalam upara 2 Tk
Namun ketenmuan terscbut wrpotenss tumpang  tndih
Tanap P Mk, yaira g dan kewenamgin Jengan Musal 5 dan Pasal & Undang Undang
pemernntuh daecab (Pusal 17). Nomar 2 Tahun 2002 sentang Kepolisan  (selanjuinya
disebut LU Kepolissan) Hal mi dikacenakan  terdapat
perhedaan peraepe A para pemangki Geperitogan s
eradi st konilik 4 wilayuh tertentu, spakah purameter
“tudak dapat dikendabkian okeh Poin” dalam Pasal 14 UU
Penanganan Kook Sosal i sdalah menyuk krpwda
anttus Kepobisan dalem decrah hukum wiempat atau
Mepada matitum Kepolwan ® gang wilayah hukimoyas
meliputs sehuruh ailayah pegars R1 Perbedasn persepst ind
yAng seringkall menghambat penetagan satus shmom
menyebabian wolin tdak trrangant dengan buk dan
Derkembang uas seperti pang erjadi pada kasus GAM 4
Aceh.

2) UU Pemerintah Daersh
Undang-Undang  Nomer 23 Tuhun 2013 tentang
¥ Daeran telah diuboah dengon
Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2015 (selanjutnya disebut
UL Pemerntan Dacrahl dlarur Sahws urusan kesatuan
sangsa dun politik dalam negent diklasificasican ke dalam
urusan pemerintahan umum dulam sistem pemerintahan
yang menmdl  kewenangan  Presden  sebagai  kepela
pemern tahan Uruman pemernintahan umum "
dilaksanakan oleh gubemur dan bupat/ selikou dengan
ibantu nstanm vertikal ynog dibiyasn APAN berdasarkan
dalamn Pasal 25 ayat
(1) LU Pementahan  Daerah, yang  salah  satunys
y urusan  permer v umum  meliput
Turusan  penanginun  konflik  sosal  sesual Ketentuian
permiuran  perundang undangan® Namun, peraturan

«) vu ™
Terdapat insan tugas dan fungw antara Polrt dan TNI
Khusuanya  delam  menaga  keamanan  oegam  dan
Ueteruban  mawvaraket fika merujuk Pasal X3 UU

o, Aahwe. dae Evatusies UL Preamgeoen kol Somat
Kopan. Anakwe, dan Evalims UL Pearganan Kenfie Sowal it Srmaan Reimieanissn Undana ['nng fadan Keahiian (P
Foiy e Shdon Hanttiet PR M Tanin 2018 0
Camin 2018 Poan o

dapat  ditetapkannys  watus  keadaan  koallik  harus

Penanganan Konflik Sosa, maka TNI skan melaksanakan memenuhs syarat sesuar Pasal 14 yakal ‘udak dopat
tigas di lapangan setelah ada permintaan dan Presden dikendalikan  oleh  Poin dan  terganggunya fungw
Namun, dengan adanya rugas dan fungm TN! whagainanas pemenntalian® tersebut

dinebuitkan dalam Pasal 7 ayst (1) Undang Undang Nomor pada s gan yang K oleh UU Pen.

W Tahun 2004 tentang Tentars Nasional Indonesw KoaMk Somel menjsdi tdak daput dilaksanakan.
selanjutayn disebur UU TND dalam bal menjags coutuban

bangsa dan negira dan wgala gangguan, maka ada ialanya 2) Kementerian Dulam Negerl (Kemendagri)

™ enun untuk wonilik Permasalahan Pasal 25 ayat (2) UU Penanganan Konilic
‘anps wia perountaan leriebdy dahulu Pengerahan TNI ke Josial muncul dengan adanya kebwgungan sapa lembagy
daerah wonilk Bnps melaiu permintaan dan soordinas yang  sesunggubinga  berwenang  menjadi  koordinator
Poln tentu udak sesuai dengan amanat UU Penanganan penamginan konilik sosal, karena pasal tersebut membern
Konlik  Sosial, tetapt  pengerahan  tersebut  merupakan mandat pada Meako Polbukam, namun  munculinya
pelaksanaan atas UU TNL Hal imi yang kemudian Serpotensi Permendagn  Penanganan  Konlik  Sosmal  memben
meniminikan adanya fumpang tindih kewenangan. kewenangan kepada Mendayrt untuk mengkoardinasian

penunginan konflic sosal secura nasional

b. Kedudukan, Tugas, Fungal dan Wewenang

Terday potens  tum; andih tugas, fungw,  da
e o NI % ﬂ‘:‘ ;‘ 3) Badan Kenatusn Bangea dan Politik (Bakesbangpol)
wewenang dalam Pola koood, kon 3
. . oy Bakesbangpol yung swalnya adalah menginduk kepuda
t
yit Kemenko  Poihukam  sedang melalus  proses  peralilun
1] Kemeunterian Koordinator Bidang Politik, Hukum dam
menzadi OPD yang akan mengnduk kepada Kemendugn,
Keamasas (Kemenko Polhukam)
namun hal im belum dilok t
Menka P 1 e rdanarkan lih
van eI T aliha
Pasal 49 ayat (21 LU Penanganan Koaflik Sosal webiga e builr et
urusan umum  belum
unsur  pemermntah yang  mengkoordinasikan 14 a
tetapkan.
semenicnan lembogn dalam Satuan Tugas Peoyelesaun 25
4) Poiri

Ronflix Sosal skala namonal. Namun terdapat gesulitan
dalam pembentukan Satuan Tugas  karena untuk dapat
dibentuknys Satian Tugas harus memenuhs 5 wyvarat
cumulati! swbagumana diatus dalam Pasal 42 eyt (2]
muruf e yang masvaratkan “harus twlsh ditetapkannya
status kendaan <onflic”™ Hal 7u dinda sulit karena uniuk

UL Kepolisan memberi  kewenangan  pada  Pir
melakukan penceyahan xooflik dan penegakan hukum
menggunakan KUHP Dy wm lan, UL Penanganan Konflik
Sowa) membatasi Kewenangan Poln yang hanya terlibat
dalam upaya penghentian kekecasan stk sehbugaimana

: Naan, Anaian, dan Bvaiuess UL Penenganan Soniik Sossl

K Acafine, San Feaiiam U Aerasganen Aol Sowe ; an K

pptaimormncnet oy Coimre 0 o A Misat Perantavan Peacsinian Undong Lindang Nadan Keanlian DPR %1
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Sehingga  penyelesanin  kondlik  sosial  mengguRakan

diarur dalam Pasal 12 Selain tu, Mol juge diben
mekanivine Gramaie adat dan /A pranaa wsal feni

“ewonangan shaga angpots Tim Torpadu Penanganon
Kunilix Somal sesual Retentusn Pasal 11 Pormendas
Penanganan Xonffik Souasl yang  kemudion Udak diatur
dalam UU Proangoun Konflik Somal

sk etah ofektlf  Selan  mekaniame  praneta  adat
dmnaim pranata soml, U Renanganan Konilile Sowal
Jugt mengatue mengenm Salian Tuges  enyelessian
Konflik. Mckaniane penyelesaian wnilie dengan Satuan
Tugas 01 dilakukan dengnn musyswarah untuk mofaket

Selain kemenieoan embaga 4 atan. (erdupat [ga Onim
a0 men@kal e kelompok masysrakat veng terital

lorum -—ng konlik wosal
var amanet Ul Penanganan Konllik Sowal antare ain Forum Ak conilic
e Dweran 3 Farum
Nerukunan Lmat Bersgama  (FXUB Komumitas (nislejen ) Mekuninma Karje Penaaganen Konflik Sesial dalam UU
Daeran tan Dewan Nawsonal (DXN) Ousrah daa

Bunyaknys forum di uar gengaturan UL Peoangenan Konilo Pasal 97 PP Penengansas Kok tosal  fitorunkan

foainl berpotens menumbulan Mg b kewenangan
AP embaga embaga Eretul dengan Kementenan, lembas
yang ditenkan Gewenangan angwing ke UL Penaaganan

dalam Permendagn Peownganan Kook Sowal etmgn
peraturan pelaksana sasal orscout Daiam Aeemendagr
Permnwnan Kondik Sosl, ditetapkan lembags ban ko
Tim Terpadu Inanganan Konfik Sosal setag ity
i pemennal atee suliinys Aembentukan  Satuan

Kondlie Sousal
¢. Hubungen Tets Kerja Penanganan Koaflik Sosial Tugas Peayelenaian Kooflik Sonml
1) Mekaniome Kerjn UU Penanganaa Konfilk Sosial

Dalumn UU Renangaran Konflik Sosal erdapat dua en
mekanmme penyelesaan konfik somal yats mekanisme
prenats sdat dan, stau pranais sosal setugaimane diatus
daam Pasal 41 dan mekamsme Satuan Nugas Peayelesoan

Konilik sebaguimana diatur dalam Sasal 42 Mekanisme

pranata adat  dan/stas peanats  sowal  mecupakan
mekaniune  vang  paling  pertama  dan  utama  yang
digunakan delam menyclesakan conilik sosial  Hal i
disebabkan  Karcna  masparakat  ncdonessa  memili
winamn  pemyrlessan  wnlik  somal  wewoar dongan
keaniin lokal ddn nules edat yang Derlaki Al st lempat.

O tebecaps  daerah,  pemenniah  deersh letah
» Tien Terpmetis. Hal o
tentumye sargal telak sejalan denean wmanset dalam LU
Poranguian Konlix Yowal Kesultan dalam pembenidan
Satuan Tuges i menurut Mikda Sumaters Utars setwgn
abal dar weentuan Pasel 42 ame () hurad s yang

Kan *hwnes wlih utus
kradaan ko[l Syeiut lerwbur Biode st antuk
Alaksanakan  warona Untuk dapat dictapkannys  satis
adaan  wonlik huris memenubt warat Pasal 14 LU

Kapast Ao, dan Cevniam UL ranmenan onfle el Araia, dmn Pveiuam | .'\"l'll‘h"\-l Kokl Soaml
isat Prsrvamtasian (viaknerinan Undmig: Undane Saian Koabbar 0P8 4 Pnnt i mmataien Peimamanaan Undang ndany s Ko 09 €
Tahun 014 13 Tahun 2018 ‘.

potensi kooflik telan fersusun peta daerah rawen koofik per
abupaten kota di Proviow L
latar belakanyg RARA. konflik hatas daerah dan konllik sumber
daya alam dan ahan Dy Pokds Maluku dalam mengantsipost
tejadinys konflik, dibentuk 9 pos pengmmattan  perbatasn
desa/neger yang mwan yank dengsn  menempatkan 127

Penanganan Kondik Somai pakny *tidak daput dhendaithan
ok dan tergangpinya fings pemenntahan®

m

4. Pengawasan Peaasganas Nonflik Sosial
LU Penangansn Konflik Somal ndak mengstur maten
muatan mengenai pengawasan  Pngawasan sendin justru

dmtur dalam Pasal ) PP Amanganan Kook Sosal dan Pasal perwonel
27 ayat (1) Permendagn Penanganen Kook Sowal yang Berdasarkan hal & ataw, dapar Gerhihat Sahwa  dalem
memben pada dan prlaksansannya program peringstan 4o nash Glakukan secars

wekioral  dimana  masng masng  pemangku  kepenungan
melakukan permgatan dine dengan caranya Mamng masing dan
belum terustem  woarn menyeluruh sehingga tdak  memilid
Kejwlasan pola. Sehinggs pars pemangku opentingan mengslami
kesulltan  mendetekw  potensepotenst konllik. Hal inl o akan
pocda peran Perangkat Oseran (OPD)

daerah untuk melkukan montoong dan evalian yang
Ailakikan secars berkae

¢, Penegakan Hukum Penasganan Konflik Soeial
UU Penanganan Xoalik 3owal tdak menguiur mengenar

penegakan hukum dan etenmian wankst ermasuk juga pengar
dulam Hal i Wk dalam pencegahan conilik yang tiduk Denalan maksmal

daput ditegackannya Tukum a1as Kelalaan dan kesengajaan & Peidunsan

EXs . yang h kerugan Sccars  normanl  pengaturan  mengenal  pendunaan

penanganan onflik wual sudah dtur dalam Basad 59 sampa
Jengan Pusal S8 LU Penanganan Konfli Sosal dan Pasal 78
sampe dengan Masal 95 Peratumn Peawnoteh Nomer 2 Tahun
2015 rentany Pelaknanaan Undang Undang Samor 7 Tahun 2012
entang  Peosagenan Konlik Sowmal  Pada  implementasnys
pengelotaan dana senanginan konllik wsal  belum berjalon
ACDAGUITANA Testin, 4 s bagainana berikur
Al Pemwnntah dwerah yang daerahinyy merupakan  daerah
rawan konflik sosial bellm memproctaskan pergnRgaIn
intuk sendanaan penanginan <oallik sl
b Santor  Keshangpol  scbagar  perpanangan  fangn
Remendagn mash dtanggung APBD untuk kegatan tahun
anggnran 2017, hal i dischabkan  oleh  adanva

pada negars dan orang wn
3. Sarusa das Prassruss

Sarana dan prasaruna dakam UU Perangeran Koadic Sowal
herkmtan dengan wstem perngstan fm Hal o whagaimara
datur dalen Pasal 6, Pasal 10, dan Pasal 11 LU Penanganan
Konflik Sowial  Sarans dun prasarara unluk membangun
Jungn dalwm upays P dan
Aspiram masyarskat mash curang Mahkan B dserah seperti di
Suwimatera Utara belum ada wstem perngatan 4 vang dibangun
untik mendetcks muncuinys bt bt wnfik Dr Provins
lampung  wetem permgatan dimi dlakukan  deogan  cand
melagukan pemetaan wilanan poenw kondk Bekesbangl
Provins LAempung menvampaikan Sanwa pemetacn  wilavah

Kacan, Avwirea. 20 Fraiism UL Sranguian Seate St Kajar, Anaava. dan Cvaioass L Serangenan onfs et
st Meanauan Aeiakmeean Undang oders e Coaitan OFE 4 Pt Aemancaan (viahsanaun (ndarg | e Oadan Keahina 7% 4
Tanan 208 e 1S Tehun 2014 N 10



penundanaan penerapan Rancungan Peoaturan Pemenntsh

RPH tentang pes urusan umum

menyuti Peratiuran N o
Surat Llaran Kementeran Dalam Negert
Merigaiuran alokosi peodatiaan yang berasal dert APON
dan/amu APSD melahi Masng masog siuan wne perii
dipertimoangkan. Hal terschut karena terdapat banyak
satuan kera dulam penanganan konfik sosial yang bukan
merupakan Sreanisas: perungkat daerah (A etau bagan
dan dinas atau kementenan, lembegs. antar lain Porum
Mitra Strutegie dan pranats adat. padahal mereka terlibat
Langaing dalam penanganan onflik swomal 41 apangan dan
memegang  peran  yeng  cukup  berpengaruh dalam
prrangnan konlik swosial 4 daerah. Oleh karena tu,
merrka ek mendapatikan  alokas dana dast APBN
maupun APED
Kinerju Tim Terpadu masty bermilal sekiorl sesuan dengan
duna yang diketuarkan Mmasng masing
Uementeriun/ lembags atau OPD. Hal tersebut menyebabkan
silitnys  keterpaduan  yang  menyadi maksud  dan
pemtentukan  Tim  Terpadu, termasuk  dalam  hal
watemn i aleh h dan
pemerintah daerah
Anggarn  pendanaan  penanganan  konllk  sesial  mash
dirasa munon lerutama i daerah deersh mrwan konfik
-l

3. Budays Hukum

Securs normatl, pengaturan peran serta musyarast dalem

CU Penunganan Konflik Somal mamh curang konks=t Sedangkan

K. Anaismin, dan Kvaisam LU Sermoeninn Cori
i —

nial
Urnbmng L rtar (acun Keaniian OFR 21

kelembogain yang disebutkan Undang undung dapat Serperan

aktif alam penanganaa konflik sosal yang ada

D. Kesim

Pelaksanman UL Penanganan Xonfik Sosial maah belum optimal

acrna terdapat beterapa Gendala antar in

1. Substanal Hukum

Tertapat beberapa permasalaban terhadap lngkup norme
terkmt antars uin: Pasal |

angka (1) terat cakupun konflik scars ae dan menyeluruh,
Pasal 3 corkait Datasan yang wlaw ates simber sumber konflik,
Paxal 6, Pasal |2, Pasal 13, Pusal 14, Pasal 15, Pasal 22, Pasal 29
Ayat (), Pasal 29 Pasal 12 ayat (2) hunsf © rerkait mexanisme
penguagsan. Pusal 33, Pasal 36 ayat (1) terkait pembagan
Kewenangan agar memiliki batasan yaoy elas, Pasal 31 eyut (1),

Pamal 42 ayar (1) dan () dan Pasal 49 ayar

ceangentaan  Komnas HAM  shagai amgpts Sanian  Tuges
Penyelesawan Konflik Sowal sgar tduk wenghilangkan peran
lembuga  yang independen  serta Udak  adanya  pergatiean
mengenar wnks datam UL Peaangaran Sonfbk Sosal dan
penyeiesaan penanganan konflik sl yang mash dilecukan

woArn sektorn dan Sdak ntegrant

3 Kelambagaun

Terdapat polens tumpang ndih tgas dan kewenangan
antara sementerianlembaga karena kewenangan dalam upays
oenmnganen Konflik sosal selun datur dalam UL Benangiin
Rondik Sosal tige fatur falam UL Pemerioianan Daerah, LU

Kepolisan, dan UL TN

secard implemientatl, entami beterane permasaishan antara

i
a) Belum Maksimaloys Peran dan Pungsi Pranata Adat

dan/atus Pranata Sostal

Heterapa faeran masih melakukan penanginan konflic
Jengan hUKUM DOML! AnpE Mengrdepanican Pranata adat
AAn AU Pranala wsal setuganmana seentian Saam Fasad
41 ayat (1) UU Proangenan Konilik Sosal

terhadap UU

Penanguaen Koaflik Sosial
X LU Pen, Kunfik domal we
ma L ik et pe pemenintah

dacrah werta para pihak Yang fermasuk sebugss penyelenggars
penanganan  wonflis  wml  Sehingor  masyarskar  dalam
menghadaps wallik menggunakan nalun dan peren skl
masvarakat wndir
Pengaturaa Peran Serta Masyarakat dalam UU Penanganan
Konfllk Soslal yang Kuraug Konkret

UU Aenanganan Konllk Sosial belum menitikberatkan
Pecia peran masyuracal whegi penjege perdamamn tage
Upeya pencegeian enmd nve Kondik sl Selama nh peran
wrte mamyamkat pods  umumnya hanys et banyak
dilibatkan falam penghentian koniMi s
Peran Serta Musysarskut Serbeds dengan Perxn Prasats
Adat

Persepst Dahiwi masyirukat adalah bagan dan pranata
At adulan sebuah Kekelian, Pranats el merupakan
webuah lembuga yang diakin olen UL Peounganen Konilik
Sowal wbogn salah il penvelenggars penanganan koo,
swdangkan masyarskat  adalah  senap wang 4l uar

Kaan, Waiwe, dan Keaniam UL Prnanganan sonihe owal

IRLSAT Brnantauan 1k sanaen mdane | ndang Wadan Kesnien D791

Tanun 014

Kajn. Armsnn. mn Avmiiians U Penaoyanan Sontie et
Makmmoan | sdang | nsng

Mt Coalh ey PR 4

Swactaian
fabun 1014 Poar 1%

Selan W1 tertapat etidukpeloan eodng sector daiam
penanganan kordit sosl ehususnys & deersh fan Sduk
“ATYR DETEAMLIAA TN BUSLN TRIK DENGMUE Mergenal
penE@IwEND, penegikan  hukum  dan  woke delan UU
Menanganan Kontlik Sosial

3 Sarasa den Presarns

Sisem perngatan A1 whugimana fatu deken Pyl 10
dan Pasal 11 detum dibangun oleh pewenontah dan emenntan
dacrah. Dalam pelaksanaannga program perngatan dind mash
Wlakukan scam sekioml  oleh pemangk Gepentngan dan
Befn ‘erustem sevars holistic

4. Pesdanaan

ADREATAR peTianganan atik w4 daerah rwan oofik
womal mash mnm. Selan s, pengaturan ikkass fues yony
herasal dan AFEN/APHD belum eles fan Sehum Ceraokas
AETEAT OGN BOAUNYS  SORGH CONION NANALA ada! yang
TETEGANE pTen. jANG UkUD Derpengaruh falam penanganan
onflic wosal 4l derah, tdax mendapatkan sokast dana e
APEN msugun APHD.

S Wedays Hukum

Peran swrta masyacakat Selum darus beest Dosisere
CARAL hAgal priage prTiamaan whegn
Ay pencegahan enadnya kunlic waal Selun i, Lga

aeran seTa

Delum sakwmaloya geren dan Ungw aranals st dan ateu

peanata waal

L L N —
it e o b sanaat Unear b et Goaiibue SRR
Tatren X018 o 0
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KAJIAN, ANALISIS, DAN EVALUASI
UNDANG-UNDANG YOMOR 10 TAHUN 2009
TENTANG KEPARIWISATAAN

A. Peadahuloan
Saan wn fungw onsttusooal Dewsn Arowaclan Rakvel

Heputik Indonewa selanjutnya dsehiut DIR A1) berdansican Posal
A ayat 1) UUD Tahun 1945 wah fungu sengrensan. Proegasan tan
alaksanaan Mg emgrwasan UPR Y et ant farer duam Mol
¥ ayal (1) macte Pasal 70 ayst ) Undang Undang Yemmor 17 Tahun
14 cenasg Maeds Aromwmearatan Rwayal Desun Prwskilan
Rucrat. Dewuo Perwaician Doerah dan Dewan Perwuiilan Rukyot
Ouerah whegaunana telan eberaps Gl Sutan erakhir Jengan
Undang Undang Nesor J Tshun 018 selanjutave discbut UU MDY
4 Pasal % vt (1] wncs Pased §ayat O Peraturan OPR A Somer )
Tabun 014 entmg Taca Tanh swtagumans elh deberapa Gl
dubah terakhyr dengan Peraturan DPR Nomer ) Tanun 2016 emiang
Tata Tertib fselanjutiya Snebut Tata Temmb DPR RY) vang menystakan
mnws wlah Wty Nnge pengreanan OPR A Slacwnaan meladu
AN e pelakaoaan andang inder g

Daam rangha mendykurg Sogw progrwaua DFR @ b,
Pisat Aemaniscan Priakanean Undung Undang Badan Keahlan 0P
W wbugu gan dan spportmg spstem DPR AL telah metakuian
pemantauan pelatsnsan Undeng Undang omor 10 fahun 2009
entang  Keparmwisatasn  untuk wlanuiva dsetut U
Kepurreisacaan) \dapon pang merjadl derimbuogen elaien LU
Levarwratsan whad berlagy ¥ mmbday ahun wiak Sundangkan.
sdacva periombangan parwisata rang pesst dan UU Kepariwisatasn
WETUPAEN WlAN w3 dndang undeng meg mewk dalm Prgam

D T —
(Sunm Pvmmasmann bt U ntoe ey Seetas nadwn (0% 11
fanun 01N e

I Dacrah IMimewa Yogyakatta. digih sheg okast proanteuan
rrna dserah i merupakan wiah Wi Gan deerad Nujusn
v

2. Sumaters Darst BIpUh  whegn Oksw pemantsuen  karrng
Panwina @1 provas i demsdukan ekaysan budiva dag
keindahan alam.

1 Hall digih sebegal okaw pemantauan Kerema dectah
MErupskan daeran fjuan wisats stame § Indonewa dan celan
merad Laam whetum
Hibenrusnye UU Keparteisataan.

4 Nusa Troggara Barst diyeih sebugn lokast peemantauan <arend
daeran (ni merupakan wlh iU dserah Bjuan wisats jung
ddah diwenal @ fuma elan Bau

B. Permasalahan

ML HTTMAsLARAN s KGATAN TIANALST AKsaraan
UL Keparwisstasn adalat
L Begumana pelaksanaan Lodang Unideng Repermsataan
! Bagumana eiekufitas Undang Undang Keparwisatasn  dalam
DRV ETYCINGEATIS N GrTrwALaan 1) Indonesa
b Sugasmans cmtercutan Lndang Undang Xepanwrsstan dengan
irdang andang anoye”
boApakan  Undang Cndang  Keparwisetaan et dilakukan
dan, atay

b W

Lepnlaw Nasonal Tahun 20152009 yang direocanakan  untuk
dtkaicuian peribuhan.

an menuryt LU
Nk deogan pe dan pemerataan

ckonomi untuk  eeseal rakyat dan yang
SeTnEntAN  peda  pengemiangan  wildyah,  berfumpu depada
MASVATAKAL VNG menakupt Derbaga aspek, swpenl wimber dava
MAnUNA. pemwsarin,  destinash, dmu  pengetatiuan dan teknoloQ.
Ceteriitan UNlas sKior, Kema sAmA antar negars. pembertaysan

Umana Eevl, WA AnEUOR 4D dalam  perman(eatan  simber
Mecayaan alam  dan twdays. Sehinggs  deam  praKsansannya.
PATOMNRUNAN  KCPANWINILAAN  dapel  dladikan  sarana  untuk
MENCPAKAN (osaAAran akan dentitas Negans.

Metode UU R dengan
pendekatan yurstis normetf dan pendekatan yurdis smpine. Hasd
pe uu Akan flamukan €ajan

Analime, dan ovaluas iUk dlsampedan kepads Kepsla fadan
Keanlian DPR R rang selanjutoys fisnpaikan cepads Mmpnan DPR
R Pimpinan dan Anggots Komiw X DPR Rl dan Mmpnan Badan
legsan swhugsr musukan dalam rngks membenkan dukungan
weahian kepeds Cewsn dalam pelakwanaan Mungw  penis wusan
ierhadap pelakwnaan andasg undang fan  whagu bahan masiian
dalan pemygsunan nasksf skademik Runcangan Undang L ndang
‘entamg Perubanan atas Ul Keparmeisstaan, sera sehmgal haban
UNIIK penyusunan Program Lep sas Nasonal

Prmantauan pelaksansun UU Kepanwisslann dilasanakan i
Dot provine wiugm ekt

L )
Sriaatien Ariskamsan dnea - wten tatan Sranomn (9% 4
Tt 018 e )

Koimen Aeshoin, dan Svanann
At Srantauan
Tanun 2018 Poge 2

C. Hastl Pemantacan
L. Sebetansd Hukum

Terdapat Deterspa  permasidahan lenadap  wbstirw UL

Keparwomataan, antara i

Al Pasal & aunaf £ menyetutian sloh wie Gpaan Geparesetaan
Atalan ek memakon kebudatuan” dun dala Pasal § nurad
4 Mun Nund D mengaur  memgrman  hepanussatian
Bswlenggarakan dergun prasp salan satungs  pain devgan
e pnng Cng s Mudaya dun temguman mudaye” Berrolak
pada setentuan Paeal b dan Pasal § tersehut, LU Separwisataan
wias menunucian pertalanya pule iaroibu Ketudayaan.
Numun, dalam tataran mplementas erdagat permasalihan
dnlm upaYA pemausn  saupun  perindungan  lerhadip
ehucdavaan. Sehagar contoh 3 Bal. nggava jumlah enesaean
A Bl menycbubkan DIIYAKAVA AV sang beriomte: omba
UNTuK menanamkad  modanye 4 Bab camun dwam
pelaksanasiya senngall tdak mengidahkan cetudaysan sy
o 41 Ball. Contoh <onmirt ayn wdidah stanys wiumiah Jvaha
ntel yang mendiokan tangunan d wayah Radl mamun tdsk
Tenghtserakan anggam arwtekiur Khas Sl

o Masal T mengener pembanginan Sepenaieaasn. faem s

\pir uy ‘eheh banyak

PETERIUTAR MANYA DA ANpeR UMD Bariwisata, pedanal
Sanvak wkall @kior penting Winnya g Seum nendapaikan
pernatsn Had i dapat filbat fan sturan pelaksanasn lurinan
fan UU Keparmsatasn yuag telah Stersekan eth amyek
TEAGUT TOAENAL UMNA DArITsAs dalam srentaw s
Prmerntah  telum  eimbarg  dalam  menielenguarian
cepanivisataan d ouleng Lo msloye pecindungan ertadan

s Anaitn, G Ceadiaen U APpAn A
Aonat s asuntaen | ang - ulery edan Sratian 3 @
T 2019 e ¢
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hak wivatawas wbagamana Catis 2alam ool Codde of Taursm
mengrnm hak dasar dereisats,

Pasal 13 et (D mengma ‘humen wriseps paruesoss
merupakan hagan miegmi dan rencona 'ata mnang elayah
nawonal, provns, kabupaten; tow’ seningkas wilt dmakna
ety prmetintah daerah terkall petetapan wiaty Serah whugs
Destraw Parwiata Nawonal DP¥) i33 Kawasan Strasegs
Puresats Namonal K3PN Hal i Sisehabian Rencans Indu

Nasona

wilayah wlayan yang masuk Walun tcgen DPY s KSPN
asrun dak Demjelaakan (itena perentusonya Akibataga
wnua wlayah dewinad DUTVIRGLE mawk  falam Categert
Kawaman Strategs Mowsea

Pasal |3 syt 4 eviout "Kawasen aciesats Cwsus’ kaparsed
Dalamn prlaksansannys ketentuan pasal a1 mash elim clas
dan mencptakan perbedasn denaluran sntars pemenatab pusat
demgan pemerntah daerah dementenan Mrwmacs Kemenpan
il pun tdak menetapkan Goarwms Terdupe! kesultan
Menetapkan APArsUS GATTIA UMM Krpanieisatasn jang hanye
drusan pemerintahan  pilihan ehagiimans Setur dalm Mass
11 wyse (1) Undang Undang Semor X3 Tahua 014 tenang
Pemerintaban Daerah yang shasjuinys dwhut LU Pemenntad
Duevah)

Paml 14 huraf & yang mengatur entang “wsaha gt
elputl, antans lain asa pramustsata” Dalaoy perrjelasan pasal
erebut fetaskan abwa rang dimakwd whagn Usaba s
preoriwsala adalah usaha jang  Temyedmin  den s
Dengarfinenkss toags pemandu Mt itk Bemenunt
ebutuban wiatawan dan My kebutunen ben peradacen

asan. Aewbes, S0 Concane LU
Piast Vrmastmsn Mukomnan Usdarg e Anlan Gaiun OV 6
Taan 2018 e

W sl S0 ayal () mengatur teatasg peean Gebangan ot
Mutwiata  ndonews  GIM cwng herslat mandin  dan
e annye wrsler crtale Fraes Chegeilanegs el setata”
gnmate slrntuan Masal 10 aal §) Tembaias Tang Tk
PENRUTUE URTUR T MPertatanasn wiel mandin dan e e w
tersehut Kemandicoan  orgemses  entinya henya  deped
Ahasikan melaul kindise Keuangn sang dalal smial s
denian wrgatan yang atem Apaiia
G tarweg rgatan rane e
ey gn ckdak Whert hak  sntuk mendapetin Santuan Sane
AT PEIRETINIAN TN A A Lart edenya CgaTLsAs T VR
dalam Nal meOdIRUOR pengEmBAnENn WA Gxeha parwisets
DAk fapal e apa

N Pasal MO ereat pendanasn keh englseia  Lan sles

masyarskat @ Dulew el Selum Seerephan persoo s

Prakiananye wampe el s Selun ba eeteniuan ener el

Cinwnty dalam  pasal eTsenor telum Aupal  diteremah ko

ki inyn daiam otk apa

Pusal A2 dan A1 lerkan wast sdminisrant,  Hemane

amh e herap o

TNy DA R R el kel A dan (kiak

ATV DrmgaTrAn Menaran Aeatal Acguwas Negert Upd PIN

TAOR akani saclakukan peryikan, dkaenakan Tk adarve

PRORMILEAN eTKail Maga UNE SEINERANG Mo ienkan wiaw

A AT T T TIAN R e

Dalam per terdapat Pe Menten
No. 13 Tahun 2005 tentang Standar Usaha Jass Pramuwisats
lanuinys  disebut  Permenpar  Standar Usabs  Jas
Pramuwisata) DECUPAKAN Keleniuan yang Sanggap wlah kaprh
dikarenukan Prrmenpar Standar Usaha Jasa Promuwisata ini
member kan peluang wnap bedan hukum/non badan hukum
dun atau wtap orang SNIUK Memperjualbelikan pramuwinata
saha e prumuwiseta sdalah produknya) Aramuwersata
adalah whush profes namun, dengan adanys Permenpar
Standar Usaha  Jasa  Pramuwisata, pramuwisata  diartikan
sebag produk. Sclan itu, 4 daerah terdapat perbedaan rrgulas
mengenal Pramuwisata seperti 4 NTH dun 24l yang mengatur
Pramuwisata menggunakan Prraturan Daerah. scdangkan &
beterapa ducrah lan mengninakan Peraturan Gubernur
Pasal 23 mengatur tentang kewajiban wisatawan salah satunya
“memags dan menghormatl norma aguma. sdat stisdat, budaya,
dan ollaoda yung hudup dalam  mesyarakat setempat”
Kedadiran wisatawan ni 4wl as memben dampak positil
Dap warga lokal, ietapi ugs tak arang membawa dampok negatl
bag keberlangsungan adal yang hidup di musyarakat. Ancaman
terhadup  kederfangsungin  mlarnldad yang hidup di dalam
musyarakat stempat im stamanys dikcluhkan oleh vilayan yang
penduduknys mayortss berugama Islam sepert misalnya di
Provns Sumatera Sarat Pusal 92 tidait membenkan kepastian
Nukum ekt peogaturan  mengenai wobek  hukum  yang
g kA ad rerhadap
yong dlaur dalam Pasal
25

=

Arsnimns, dun Coaiuam Ui

Lanan Keparwieataan
st Smmanzanan Makmrimn Uodang U rdang Nedisn Coablms D0 &
Tadun D1 P s

meniecan; embegs ang welibel dalam keparwisaiann adaien
Pemermitan.  prmermtat deereh, Hadan Prewos  Paivisets
Indoncea BT, Nedery Proron Purreiaata Dserah BPOD} tan
letmingan indiet Pereisie (ndonesa G Daiam LU
Aemerinanan Deeesh. Wrparrwisetesn mask daam unisan
PEmETITAIAR GODRGTY T Grasen pemerintaRan pilihen

¥ Kedudukns, Tugea, Pungel dan Wewenang

L. Aemariatah
Dalam ampusis UL Praerictatan Daerah, prmermian
et untuk

-
reTeata Galem den er Deyer menernas daya lanK.
JeMinIa £3n Giwasan SIMEES DaNNALS Ganional Pasal 28
MUY UL Separwisitasn wlih wer cakomedic hal (st
g aat v dntun fan
nermlilion aromis et sasooal UL emerintan
Daeran memterkan erwenangen o ebeh las bag

dergn Sahwn e oo
PArvIMla ETRCIAL Derupa emasaran; omes dava ank
Wimale fen KSPN O yang Blakukan ek 0 daiam segrr
maupun s seqern (eh weema . (1) Keparetsatasn
PETIU et an peogeturan el wlan perihal e g
PEROrNLAN it Nal Lpata DIIROS DeTenarar) et eieats.

2. Pemertntak Dearuh
frrdapat Aabarn Lataran Terkat

Wgae  dan  sewemangsn  prEaenniah  deersh  delam
T T e Arpar e etaan el st emYetubne
wdalan  koednaw dan Jukuness dar Dwnas Pareiseis

1 Xelambagaaa
4 Relwmbaguan Kepartwisatosn
Ketembagnan Grouriwisatasn dalsm UL Kepariesataan dan
UU  Pemerintahen  Darral  Datem UL Kepareisatasn
Araiarn, A Coaisans 1 e
e e
Tan 018 v

Kopsars, \vahuen. am Zrahass L Netmie et
St Vmamiaas Wadnassan | Tubung | wterg Naben Srahimn (49 4
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brpada APPD dalam upays promom parteista  Rurang
aptimal
wrn

Berdamarkan Pasal %1 ayat (2) UU Keparmosataan. 2001

Ataruakan melakukan koordinam dengan APPO agar wmua
PEOREAIN DIOMO™ PAIW sl pusat dan daeral Tervin kroniw s
Namun, BPPD  hanya  berkoorticas  dengan  Prmerintah
Dacrah dan kurang erkoordices dengan BPP sehingge
menimbulkan  kurang  wnergnya  programeprogram  kera
MhusIMIYA PIOKIAm Sromont Jurieisets pusat dan daeral

sreo
Tidak  wmua  BPPD bak 3l prvin  maupun

kabupaten kota  menjalankan  tugas  dengan bk
Setugmmana tenadi i DI Yogyakaris dan Provine Sumaters
Rarat Selain itu, diperlukan soordinas yang bak antars
OPPD dan AP agor  tedak  terjedi  umpang  tinedh
kewenangn.

am

Pasal 50 ayst (3 UU Kepariwisatoan menyebutian i1
berfungsl sebaga autru keria pemenntah dan pemenatah
daeral  serta wadad  komunikas e konsaltam pars

dalam dan

Namun, GIFt dan pemerinuan

dacrah befum teraln  dengan wk khusssaye ferkat
i ndus par w

ducralt  sehlngzn elum dapat mendorong  percepatan
wivestas DIang  pariwisata dan  pertumbuhan  destinasi
parrwisata bak oleh pemerintuh Lacral mangun swasts

o Tata Kerja
1 Kerja
Kepariwisatann
Pembangunan Kepariwisataan tidak terlepaes dan Ripparnas
Berdasarkan  hasi  pemantavan Al beberapa  daeoih,

pemerineal dan pemenntah daetah tefah  melaksanakan
penyusioan Rippacnas, hanyn was Saiam mplementamoya
Leritapat rodala wpert e pembangunan
Repariwisaiaan fang hanya terdasarian motd s tan
dilammanakan dengan dominas e oilm modermisas tdak
memperhatikan nile Suders stad on Khas Seeran stemput.

3 Mekanisme Xerja dalem Proyelenggarean  Promosi

Partwienta
K e dan daerah
peomon: teriihat duri BPM e

Pasal 36 dun HPPD dulan Pasal 43 ayat (31 Namun, Seberapa
duerah mash belum memiliki SPPD atau behkan sidab
terdapat HPVD namun progam enenya (dak berjaian ookl
Pormasalanan lain, slan pemermtan, pemcrintah daerai,
BFPL HPPD dan OIM. wokehokler yang dlatur daiam UL
Kepariwinalaan ol Deliputi pengusania Dartwiseta Merujux
Pasal 22 huraf B kA ssomast asosam dar penguseba
panwisata swyerth Aswscanen of T™he lncecews Tours and
Travel Agencies ASITA), Hinpunan Pramuwisea Indonesi
(HPY den Pertumpunan Hotel Jan Restoran indonesa PHRY)
Hipandang periu datur dakam UL Kepanwisaiaan.

B R e —
il S taan el kwaren Unaog | dang Sadan Knanien 050

Kapmir Arabase, dan Featumns UL Semarmeaainan
Piat Feamimon Priabaanadn Undang - noane ladan Geanina OP¥ 21 "
Taltun 2014 Py 3 Thise 2018 N i0
1 Kerja dalam oM ang dakuean un taeran
41 Bdang Lepariwieatann Laiam TYEe OGN A DT aan

Pasal 31 mwngetur ‘pemeritah dan pemenntad deerah
Fenycirngoakan wimber daye TATUSA PATEISAA Sesal
dengan e undang " Dalam
Ketentuen terseout tatak cerihat ahwa pelstban sumber
ayn manua G Hdang kepariwisataan yang fise ierigoar akan
et permeTntal dan pemeriniah daerad Sersfat waib. Tidas
adanya  frise  Cwapn® g prmenotan untuk
menyvelengarakan pelatitan SUM di budang parwwta in
Becukibat paca Curangrys cualites SOM 35 wdang pariwisata
 Indonesa.

Prngawasan rang Wk kan oich semerintan dan semerintah
dueralt wlscw i Delum splmal  terihat dari adun
pormasalanan ‘erkat Tande Daflar Usaba Pacreiseta (THUM,
WOagA KeTe MR Massaf dardardices lan sernfikas asahe
wrle massan wrifiias Lelpetens emags kema len we
LAY S wpert jang eriadl B il beherapa siwtewan awing
YAng el Jalam wakii cukup bma taope S rang eemudian
wengadi pemanda wisata (our ek 4 eberaps agen st
YWtU ot and traced Hal wriups o tenedi di DF Yogyakarta,
tenAge weria awing Dekenje sebagul prantusal fl cale cale
restoran. Hal fersenut Sertentangan dengan ketentuan dalam UU
Keparwivataan Kiusisnya pada Pasd o mengenai tenaga kena
AN warea segarn amng yang feriehih dahuls faris mempernien
ceRumendas U TgAnMW  Movas prkena  podesonal
eparwisatain el we dapet  eeds  karema  ksranga

o) Pemeprkan Hukum Kepastoisatonsn
Ml 62 den 81 pung Teneatur  awngenst saakw

airdaran AR Erratian pdans Seium memill eoelasn
dan eregisan mengene waps yang memiliki kewenangas
wkum, proses

weta
Proegacan Hukum selama 1 Aanrn tertatas sada satawan
a0 penguiha  parrwieeis sjs wdangkan belum  dlatur
Crietuan sankw erhadap embega dan Sadan yang nga kut
teribat dalam Jrusan Kepacwisalaen

3 Sarssa faa Pressrses

Sarara dan prasanie falam UL Keosrwsscsen  berkutan
g Aaim Selan
WU GpaYs dalam pemgrebangan rand 1N prasarans deiam
“panwisataan wisiah melali bentmas ntas et fimans
Narie erdapat  woerglas dWAm  pemBngUnAn  werane  dan
DEABATATA £ OMlang opmriwiataan whagi rana Llegaakan dulam
sl 31 mengenal koctinas Declasarken etentuan fersetul,
WA den praswand dalam LU Keparwisataan merg odisamian
Dalwa seKEOE panw adla kan semata fanya sewsjban Kemenpar,
Aan tetapt HHUIIAKAN Kerjamama San koorinas Antaa embags

Bk pUSAC TUUDUN daerah QUne pengenitenean Lan Kemapian
Irstinew sarwisets 4 Indenesia wiugamana diegaskan daiam
Meraturan Mresden Sowsr 40 Tanun JO17 entang Pribahen W

T ———

B T S ——
» e e e

[
it s Ponet o mins eimkraan, Josiane )by Mt Coabiiad 37 T
hun 2018 el

an 2018 ~




Peraturan Presiden Nomoe 44 Tahun 2014 tentang Koordinas
Strategs Lintas Sektor Penycienggaraan Kepariwisataan.

Dalam implementasinys  belum  wmua  deersh  mernsakan
dampak dury pembangunan nfrastoukiur sarona din prasarana
dengan balk. D1 Hall musainya infrastruktur belum sepeathnya
didukung aleh pemenntah. Aer beberapu 44
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Peraturan Presden Namun, Peraturan Presuden tersebut delum
rertar, aleh Karena (U “insentl® vang dimaksudian lalien pasal
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sedangian tabun 13 ream peranan edan wia eg
Keparwisatasn, jang sda sanya TOLP

5) Pengaloknsian Dana Hepariwisatasn
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hban.  Ketemtuan  mi menjedi  kendala  beg  efektimtas
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U Penyelenggaruas  Kepartwisataan Belum Sesaal dengan
Prinsip Kearifan Lokl
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keparwisatian 4 Indooesa Selan (tu jugs terdapat ketidajelasan

mengenas lembaga yang berwenang melakukan penegakan hukum
3. Sarana dan Prassrana
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Lampiran 4. Revisi Kajian Singkat (Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)
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2. Kelembagaan
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Batasan-batasan  kewenangan kementenan lembaga ng

dalam yrusan kepariwisaiaan

memiliki kKewenangan
mentebablkan adanya tumpang tindih kewen
[curang adanya koordinasi VATE

angan. Sclamn itd
hal tersebut juta disebabkan
tar kementernan /lembaga ters
dari asosias-

- >}
berjalan dengan baik an ENe

Ketidakjelasan mengcnai kepastian hukum

asosiasi seperti ASITA, HPI PHRL padahal asosiasi-asosiast
tersebut ikut berperan dalam pengembangan kepariwisataan di
Indonesia.

Pengaturan mengenai materi penegakan hukum dan ketetuan

an permasalahan-

1 TDUPF,

sanksi yang belum mengatur sccara jelas d
permasalahan yang terjadi dari sisi pengawasan sepert

standardisasi, sertifikasi usaha, dan sertifikasi kompetens:

tenaga kerja.

3. Sarana dan Prasarana

Ketentuan Pasal 33 UU Kepariwisataan terkait koordinasi

strateg;s lintas sektor belum berjalan optimal. Selain itu,
pennasalahan berupa ketidakselarasan pembangunan

o

"infnstmktu- antar pemangku kcpenungan yang ada di tempat

prasarana



Lampiran 5. Rapat dengan Bidang Data dan Teknologi Informasi (BDTI)
A. Tempat Penginputan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang
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B. Tampilan Kajian, Analisis, dan Evaluasi Undang-Undang di

www.puspanlakuu.dpr.go.id
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C. Bahan Rapat, Surat Undangan, Absensi dan Laporan Singkat

1) Kumpulan Bahan Rapat (materi rapat)
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2) Rapat tanggal 5 Juni 2018
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Lampiran 6. Rapat Koordinasi (Sosialisasi Kajian, Analisis, dan Evaluasi UU)

A. Bahan Rapat

Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Peguwai Negeri Sipil
PKP2A 1 LAN Jutinangor

Digitalisasi Kajian. Analisis, dan Evaluasi UU
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KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama : Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH

NIP :199301192018012002

Unit Kerja . Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su . Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan
efisien.

Gagasan :  Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan

pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan I : Menyiapkan laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang atau buku Kkajian,
analisis dan evaluasi undang-undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor

apan Kegiatan: - » .

Tahap g Uobi  Lelecher  Tai@a, anaitit, | S dem 2e@
) Aan ettt femearasen

a. Menghimpun laporan Qelsiancen UL Aifuton  Remacse\ed Jﬂ’

pemantauan pelaksanaan _ P

o don Meltuie 0 ‘é‘c(\«.,(\ GieSEA
undang-undang/buku kajian, :
e, . Aen keddgordees dengan m
analisis, dan evaluasi undang- ‘
\an -
undang

b. Menelaah materi yang akan
dilakukan kajian

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

a. File himpunan laporan
pemantauan pelaksanaan
undang-undang/buku kajian,
analisis, dan evaluasi undang-
undang

b. Dokumen  telaahan  singkat
materi sebagai acuan

penyusunan




Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

a. Akuntabilitas (nilai kejelasan)
Nasionalisme (koordinasi)

Etika Publik (sopan santun)
Komitmen mutu (efektif dan
efisien

e. Anti Korupsi (kebenaran data)

ol 2O

Peran dan Kedudukan ASN:
Whole of Government

Kontribusi terhada Tusi

Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

b. Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
a. Profesional; dan
b. Akuntabilitas




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR
Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Nama

NIP 199301192018012002
Unit Kerja

Jabatan Analis Hukum

[su

Gagasan

Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan
efisien.

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan
pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan I1

(kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

: Menyusun kajian singkat laporan pemantauan pelaksanaan undang-undang

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

a. Membuat fomat penulisan

b. Menulis kajian, analisis, dan
evaluasi UU

c. Mengeprint dan Menyerahkan

hasil kajian, analisis, dan evaluasi
uu dalam bentuk dokumen
tersebut kepada Kapus Panlak
uu

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

a. Pedoman format penulisan (jenis
huruf, ukuran kertas, paragraph,
margin kanan dan kiri, dlIl).

b. dokumen kajian, analisis, dan
evaluasi undang-undang

c. Foto penyerahan kajian.

Cormet Reociiten Ak Cetucy
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Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

d.

b.

Akuntabilitas (nilai kejelasan);
Etika Publik (sopan santun);
Komitmen mutu (efektif dan
efisien);

Anti Korupsi (nilai sederhana)

Peran dan Kedudukan ASN:
Whole of Government

Kontribusi terhada Tusi
Organisasi:

d.

mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:

a.

Profesional; dan

b. Akuntabilitas




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan

Nama
NIP 199301192018012002
Unit Kerja
Jabatan Analis Hukum
[su
efisien.
Gagasan

pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan III : Revisi dokumen kajian, analisis, evaluasi uu

Penyelesaian Kegiatan

Tahapan Kegiatan:

a. Merevisi dokumen kajian yang
telah dikoreksi oleh Kapus Panlak

b. Menyerahkan kembali hasil revisi
dokumen kajian ke Kapus Panlak
uu

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

a. Dokumen revisi hasil
pembahasan  dengan  Kapus
Panlak;

b. Foto penyerahan dokumen revisi

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

a. Akuntabilitas (tanggung jawab);
Nasionalisme (kerjasama);

Etika Publik (sopan santun);
Komitmen mutu (penyempurnaan
kualitas penyajian kajian);

a0 o

Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Greeens:  Qegicn, aoedtis celen | 96 9 208
evedces W Aveien  ecarc
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e. Anti Korupsi (kebenaran data)

Peran dan Kedudukan ASN:
Whole of Government.

Kontribusi terhada Tusi
Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

b. Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
a. Profesional; dan
b. Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Nama . Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH

NIP :199301192018012002

Unit Kerja : Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Jabatan : Analis Hukum

[su : Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan
efisien.

Gagasan : Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan

pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan IV : Cover, daftar isi, ssmbutan Kepala Badan Keahlian DPR RI dan kata pengantar
untuk kajian, analisis, evaluasi UU

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan Kegiatan: v
\ Cy Chvy Q
a. Membuat cover dokumen kajian, o Ao el
analisis, dan evaluasi UU Jl]/
b. Membuat  Sambutan  Kepala

Badan Keahlian DPR RI

c. Membuat kata pengantar
dokumen kajian, analisis, dan
evaluasi undang-undang

d. Membuat daftar isi dokumen
kajian, analisis, dan evaluasi
undang-undang

Output Kegiatan Terhadap

Pemecahan Isu:

a. Cover

b. Sambutan Kepala Badan
Keahlian DPR RI

¢. Kata pengantar

d. Daftar isi




Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Komitmen mutu (menyajikan kajian
yang lengkap dan berkualitas)

Kontribusi terhada Tusi
Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

b. Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
a. Profesional; dan
b. Akuntabel.




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan

Nama
NIP 199301192018012002
Unit Kerja
Jabatan Analis Hukum
[su
efisien.
Gagasan

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan
pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan  Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan V' : Mengubah file dokumen kajian analisis, evaluasi UU ke dalam format pdf.

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:
Mengkonversikan  file  dokumen
kajian, analisis, dan evaluasi UU

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:
File konversi word ke pdf

Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

Akuntabilitas (tanggung jawab) dan
komitmen mutu (inovasi).

Kontribusi terhada Tusi

Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang
yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan

S \\EQxL-‘V.Mr @
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akuntabel;

b. Mewujudkan kualitas analisis
dan evaluasi pemantauan
pelaksanaan undang-undang
yang profesional, tepat waktu,
akuntabel, dan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
a. Profesional; dan
b. Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR

Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan

Nama
NIP 199301192018012002
Unit Kerja
Jabatan Analis Hukum
[su
efisien.
Gagasan

pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan VI : Rapat koordinasi dengan BDTI

Penyelesaian Kegiatan

Catatan Mentor

Tanggal/
Paraf Mentor

Tahapan Kegiatan:

a.

Menyiapkan substansi rapat dan
prosedur manual yang akan
dirapatkan

Rapat koordinasi dengan BDTI
untuk membuat halaman khusus
di  website Puspanlak terkait
penyajian kajian, analisis, dan
evaluasi UU

Membuat laporan singkat hasil
Rapat Koordinasi dengan BDTI
yang akan disampaikan kepada
Kapus Panlak.

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

a. Bahan rapat
b. Surat undangan dan daftar
absensi

Laporan singkat hasil rapat
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Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

d.

e oo

Akuntabilitas (nilai transparansi)
Nasionalisme (kerjasama)

Etika Publik (sopan santun)
Komitmen mutu (kajian yang
berkualitas)

Anti Korupsi (tanggung jawab

Peran dan Kedudukan ASN:
Whole of Government dan Pelayanan

Publik

Kontribusi terhada Tusi
Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan

b.

Pelaksanaan Undang-Undang
yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam
Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:

a.

Profesional; dan

b. Akuntabel




KARTU BIMBINGAN AKTUALISASI MENTOR
Putri Ade Norvita Sari, SH.,MH
Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang

Kurang optimalnya penyajian kajian, analisis, dan evaluasi undang-
undang yang menyebabkan pelayanan menjadi tidak efektif dan

Nama
NIP 199301192018012002
Unit Kerja
Jabatan Analis Hukum
[su
efisien.
Gagasan

Membuat kajian singkat namun komprehensif dari Buku laporan
pemantauan pelaksanaan undang-undang (Buku Kajian, Analisis,
dan Evaluasi undang-undang) dan menampilkan Kajian, Analisis,
dan Evaluasi Undang-Undang di website Puspanlak UU
(Digitalisasi kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang)

Kegiatan VII : Melakukan sosialisasi terhadap kajian, analisis, dan evaluasi undang-undang

Penyelesaian Kegiatan Catatan Mentor Tanggal/
Paraf Mentor
Tahapan.Kegiatan: . \Caopekens CORCAGEE, Ak (2 Segiemier 08
a. Menyiapkan substansi rapat dan Menjed,  TTger  \eordaned \carenc.
prosedur manual yang akan Mhex \kerne QG ety Qrovee J’]»
dirapatkan
b. Memaparkan kajian singkat dan Qo ¢

C.

tampilan produk kajian, analisis,
dan evaluasi undang-undang di
website Puspanlak kepada
internal Puspanlak

Membuat laporan singkat

Output Kegiatan Terhadap
Pemecahan Isu:

a. Bahan rapat, surat undangan, dan
daftar absensi;
b. Foto pemaparan;

Laporan singkat




Keterkaitan Substansi Mata
Pelatihan:

a. Akuntabilitas (nilai kejelasan);
Nasionalisme (sinergitas);

Etika Publik (sopan santun);
Komitmen mutu (meningkatkan
kualitas dan profesionalitas)

Anti Korupsi (tanggung jawab)

8@ o

o

Peran dan Kedudukan ASN:
Pelayanan Publik

Kontribusi terhada Tusi

Organisasi:

a. mewujudkan Pusat Pemantauan
Pelaksanaan Undang-Undang

yang Profesional dan Akuntabel
Dalam Memberikan Dukungan
Keahlian Kepada DPR RI Dalam

Menyelenggarakan Fungsi
Pengawasan Yang Aspiratif dan
akuntabel;

b. Mewujudkan kualitas analisis dan
evaluasi pemantauan pelaksanaan
undang-undang yang profesional,
tepat waktu, akuntabel, dan sesuai
ketentuan peraturan perundang-
undangan

Penguatan Nilai Organisasi:
a. Profesionalitas; dan
b. Akuntabel




Lembar Coaching

No. | Tanggal Coaching Catatan Coach Media Komunikasi Paraf
1. [ 26Juli2018 Menyetujui, asal ada Whatsapp
Menyampaikan penggantinya
adanya perubahan
terhadap contoh kajian /\ .
. . | 2
singkat yang dibuat ¥
2. Tidak masalah.

10 September 2018
dan 18 September
2018

Menyampaikan
adanya kegiatan yang
mengalami

kemunduran dari
waktu yang
seharusnya

Silahkan buat laporan
sesuai dengan
pelaksanaan aktualisasi
yang sebenarnya.

Bertemu langsung




DOKUMENTASI FOTO KONSULTASI MENTOR
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DOKUMENTASI FOTO KONSULTASI COACH




